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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan trasliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S se 
ش Syin Sy se nad ss 
ص Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
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ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Dza Ẓ zet(dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbaik 
غ Gain G se 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل Lam L Ei 
م Mim M Em 
ن nun N En 
و Wawu W We 
ه ha H Ha 
أ hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
Hamzah ( ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tinggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah i I 
  َ  Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي  َ  fathah dan ya Ai a dan i 
و  َ  
 
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي / ا ,  َ  fathah dan alif 
atau ya 
A a dan garis di 
atas 
ي  َ  kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 
و  َ  dammah dan 
wau 
 
U 
u dan garis di 
atas 
x 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(   ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan  dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman  transliterasi ini, kata sandang  ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf  syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 
dan umum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah ( الله ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf  jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
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huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama  : Ayu Kusuma Wardhani 
NIM  : 10200114044 
Judul   : Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan 
dan  Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara  Islam) 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas 
Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam), adapun sub masalah dalam 
penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana kualitas kinerja pelayanan publik di kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ?, 2) Apa sajakah faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan publik di kantor dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ?, 3) Bagaimana perspektif 
hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja pelayanan di kantor Dinas 
Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ?. 
Jenis Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif lapangan dengan 
pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu 
hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa dan masyarakat,  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan 
pelayanan publik. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis 
data yang digunakan adalah Klasifikasi data/kategori data, Reduksi data dan 
Editing data. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa belum memenuhi delapan 
indikator yang digunakan oleh peneliti. Indikator-indikator tersebut mengacu pada 
prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa antara lain: 1) Faktor jaringan, 2) Faktor Kesadaran Masyarakat, 
3) Faktor Sarana dan Prasarana, 4) Faktor Anggaran. Selanjutnya Berdasarkan 
Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Pelayanan yang dilakukan oleh para 
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah 
mnerapkan sikap dan perilaku Rasulullah yang merupakan suri teladan yang baik. 
Sikap dan perilaku tersebut diantaranya: 1) Siddiq, 2) Amanah, 3) Tabliqh, dan 4) 
Fathonah.  
Implikasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa perlu untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya 
dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan agar masyarakat merasa nyaman. 
Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang 
digunakan agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
Kabupaten Gowa menjadi lebih cepat dan masyarakat tidak perlu lagi mondar-
mandir.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Menurut A.Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa 
negara hukum (Rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan 
hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut 
dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.  
 Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam 
penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara 
tujuan hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de samenlevingvreedzaam, 
rechtvaardig, an doelmatig te ordenen” (Diletakkan untuk menata masyarakat 
yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah 
terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang 
bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam 
negara hukum eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata 
kehidupan.1 Maka , negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum 
sebagai dasar atau landasan yang harus di patuhi dalam penyelenggaraan 
kenegaraan,dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan 
kemanfaatan atau kebermaknaan. 
Salah satu tujuan didirikannya negara hukum Indonesia yang tertuang 
dalam pembukaan Undang- Undang 1945 adalah memajukan kesejahteraan 
umum. Hal ini mengandung makna bahwa negara dalam hal ini pemerintah 
memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.  
Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara 
berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 
mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam 
                                                 
1
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi(Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 
h.21-22.  
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suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat.2 Artinya tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang 
pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial 
menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mencapai tujuan 
negara. 
 Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara tersebut 
adalah dengan memenuhi kebutuhan setiap warga negara dalam hal kebutuhan 
dasar dan hak sipil melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.  
Pelayanan publik itu sendiri merupakan pelayanan dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik 
jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi  pada kepentingan masyarakat.  
Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada 
masyarakat,  karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan.  Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi 
tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat 
maupun daerah.3  
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin 
penyediaan pelayanan publik adalah dengan membuat suatu produk hukum yang 
mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik.  
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 
bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Adapun tujuan 
lengkap dari di buatnya undang-undang ini dijelaskan secara lengkap dalam pasal 
3 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah :  
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik;  
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;  
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Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, h.18-19. 
3
Hayat, Manajemen pelayanan publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 1. 
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c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan  
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik.” 4  
 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
ini juga memberikan pengertian dari pelayanan publik yang dijelaskan dalam 
pasal 1 ayat (1), bahwa : 
“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik”. 5  
Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat 
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat 
dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik 
ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara 
pelayanan publik, dimana standar pelayanan sebagaimana yang dijelaskan dalam 
pasal 1 ayat 7 UU No 25/2009 tentang pelayanan publik merupakan tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur.6  Jadi, pelayanan terhadap masyarakat seharusnya cepat, mudah, 
terjangkau dan Terukur dengan ditunjang oleh tata cara pelayanan yang baik dan 
sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas.  
Kompetensi dan kualitas pelayanan seperti diamanatkan dalam UU ASN 
diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih baik terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik.. Disamping itu, kompetensi dan kualitas ASN 
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Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(t.t.:permata press,t.th.), h.96. 
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Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(t.t.:permata press,t.th.), h.94. 
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Felix Avian Reandrianta , Jurnal Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  (22 Januari 2015) , h.2. http://e-
journal.uajy.ac.id/9030/1/JURNAL.pdf (diakses 27 Maret 2018). 
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mempunyai dampak perubahan yang signifikan terhadap sistem birokrasi 
pemerintahan serta menghasilkan output yang diharapkan, yaitu tata pemerintahan 
yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sehingga aspek 
internal dalam pemerintahan juga mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu 
pola pikir atau mindset, karakter, manajemen dan sistem yang ada dalam birokrasi 
serta dalam aspek eksternalnya yaitu kepuasan masyarakat terhadap penerimaan 
pelayanan.7  
Akan tetapi kenyataannya, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan, 
antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar 
penduduk belum seperti harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
pengaduan, keluhan masyarakat, baik disampaikan secara langsung kepada 
pimpinan unit pelayanan maupun surat pembaca pada berbagai media massa.8 
Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik hingga sekarang masih menimbulkan permasalahan. Karena 
Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. 
Secara empiris pelayanan publik masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, 
dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih 
diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Hal yang sama 
juga terungkap dalam pemberitaan Harian Kompas dengan tajuk “Melayani atau 
Dilayani” disebutkan bahwa birokrat cenderung memposisikan diri sebagai 
“priyayi” jika berhadapan dengan warga masyarakat. Kalau masyarakat perlu 
berbagai surat izin dan surat keterangan lainnya, atau meminta pelayanan lainnya, 
atau meminta pelayanan kesehatan dan kebersihan, maka masyarakat cenderung 
memposisikan dirinya sebagai “abdi dalem” yang membutuhkan pelayanan dari 
priyayi. Karena masyarakat sering kali bersikap menyenangkan hati para sang 
priyayi yang nota bene adalah birokrat pelayan publik. Apapun caranya, dari 
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Hayat, Manajemen pelayanan publik, h. 2-4. 
8
Zaenal Mukarom, Muhibudin wijaya laksana, membangun kinerja pelayanan publik 
menuju clean government and good governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 14.   
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mulai bersikap ramah hingga pemberian uang sebagai upeti.9 Ini artinya bahwa 
pemerintah atau aparatur sipil negara dalam berbagai sendi pelayanan belum 
mampu  menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah karena sesungguhnya 
sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa harus masyarakat “melayani” mereka.  
Berbicara tentang amanah, dalam hukum tata negara islam juga 
mewajibkan kepada seseorang ataupun pemimpin untuk menjalankan amanah 
yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam 
QS al-Nisā/4:58 yang berbunyi : 
َّ نِإَّههي ُل ِسَّا ههُيْ ُُي َُّني َِّا هه كلاَّيُنههيهسَّ َُ ُاههُيْ ي ي َّايتِإ َيَّ هه يذِلُوي َّ هيلِإَّ ِ ههيإ يكيُناََّا ألْي هُههََُّني َّ َُ  ُُمُكُرههيأَّي هه للاَِّلُد  ََّّۚ نِإََّّي هه للاَّ
  يْ ِِإَََُّّ  ُُظ ِيأََِّّ ِسَّ  ََّّۚ نِإََّّي  للاََّّين ي َّ  ًي ِيسًََّايرِصيس  
Terjemahannya : 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat.10 
 
Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengandung perintah kepada kaum 
muslimin untuk menunaikan amanah-amanah, baik amanah Allah maupun 
amanah manusia secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya. Amanah 
adalah asas keimanan dan merupakan sendi utama interaksi. Meninggalkan 
amanah adalah khianat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak ada 
iman bagi yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak 
menepati janji. Demikian pula, Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum 
diantara manusia dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT., tidak 
memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali 
kepada yang melanggar, tidak menganiaya sekalipun musuh dan tidak pula 
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Restu Dedis Ahdhan, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, vol 2 no.2, 
h. 2187, http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/download/166/138/ 
(diakses tanggal 27 Maret 2018). 
10
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta: PT.Dharma Karsa 
Utama, 2015), h.87. 
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memihak meskipun teman. Menunaikan amanah dan berlaku adil dalam 
menetapkan hukum harus dilaksanakan tanpa membedakan agama, keturunan atau 
ras.11 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Efektivitas pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ( Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam )”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Efektifitas Pelayanan Publik 
dan Hukum Tata Negara islam 
2. Deskripsi Fokus  
a. Efektifitas Pelayanan Publik. 
Efektifitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk 
mengukur keberhasilan suatu organisasi. Sedangkan pelayanan publik adalah 
Suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 
rangka memenuhi kebutuhan orang banyak. Efektifitas Pelayanan Publik yang 
akan dibahas oleh peneliti adalah dari segi kinerja pelayanannya apakah sudah 
sesuai atau belum dan juga faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja 
pelayanan tersebut. 
b. Hukum tata negara islam 
Hukum tata negara islam yang dimaksud peneliti yaitu apakah 
penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
sipil sudah sesuai dengan konsep ketatanegaran Islam atau tidak. Seperti yang kita 
ketahui bahwa berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al- Qur’an dalam batas-
batas tertentu tidak memberikan pemerian. Al- Qur’an hanya memaktubkan tata 
nilai. Demikian pula As-Sunnah. Jadi, penulis hanya melihat apakah nilai-nilai 
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Abd.Halim Talli, Asas-asas peradilan dalam risalah Al-Qada kritik terhadap beberapa 
asas peradilan di Indonesia (Yogyakarta:UII Press, 2014), h. 2. 
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yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah diterapkan dalam pelayanan 
publik atau belum.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan 
pokok masalah yaitu “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam ?” 
Adapun sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kualitas kinerja pelayanan publik di kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ? 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan 
publik di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ? 
3. Bagaimana perspektif hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja 
pelayanan di kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa ? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
1. Hayat dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, buku 
ini mengandung prinsip-prinsip untuk menciptakan kualitas pelayanan 
publik yang prima, berkualitas dan profesional. Dalam buku ini membahas 
tentang bagaimana merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap 
aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi 
masyarakat. Fokus dalam buku ini mengarah kepada bagaimana 
peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara 
sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya. 
Sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintahan yang terkait 
pelayanan publik dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan catatan sipil 
kabupaten Gowa. 
2. Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si. dan Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., 
M.Si  dalam bukunya Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju 
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Clean Government And Governance, dalam buku ini membahas tentang 
hakikat kinerja serta konsep dalam membangun kinerja pelayanan publik, 
secara lengkap penyajian buku ini diawali dari landasan filosofis, konsep 
dan aplikasi pelayanan, berturut-turut membahas konsep pelayanan publik, 
konsep kinerja pelayanan publik, konsep membangun kinerja pelayanan 
publik, konsep manajemen kinerja pelayanan publik, perencanaan, tata 
laksana, monitoring evaluasi, pelaporan kinerja pelayanan publik dan pada 
bagian akhir diberikan gambaran model pelayanan  prima dalam pelayanan 
publik, dan sebagai penutup diberikan gambaran model peningkatan 
kualitas kinerja pelayanan publik. 
Perbedaan antara buku ini dengan apa yang dibahas peneliti adalah buku 
ini membahas pelayanan publik secara umum sedangkan peneliti membahas 
pelayanan publik bukan hanya secara umum tetapi juga dalam perspektif hukum 
tata negara Islam. 
3. Abd. Rais Asmar dalam jurnalnya Pelayanan Publik di bidang 
Administrasi kependudukan (studi kasus di kota Makassar), Jurnal ini 
membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam 
pengurusan identitas warga dalam hal administratif, langkah strategis 
pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di kantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil kota Makassar dan efektivitas pelaksanaan 
Perda kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.  
Perbedaan mendasar antara jurnal ini dengan apa yang dibahas peneliti 
adalah jurnal ini menggunakan locus di kantor dinas kependudukan dan catatan 
sipil kota Makassar sedangkan peneliti menggunakan locus di kantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gowa. Dan juga rumusan masalah 
antara jurnal ini dengan rumusan masalah yang dibahas peneliti juga berbeda. 
4. Restu Dedis Ahdhan, dalam jurnalnya Implementasi undang-undang 
nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada dinas kependudukan 
dan pencatatan Sipil kabupaten Paser, jurnal ini membahas tentang 
bagaimana implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 
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pelayanan publik pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil 
kabupaten Paser termasuk didalamnya kendala-kendala yang dihadapi 
dalam implementasinya.  
Perbedaan yang paling mendasar antara jurnal ini dengan apa yang dibahas 
peneliti adalah dari segi locusnya. Jurnal ini menggunakan locus di Kabupaten 
Paser sedangkan peneliti menggunakan locus di kabupaten Gowa.  
5. Hasniati, dalam jurnalnya Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan 
dalam Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam, jurnal ini 
membahas tentang bagaimana cara untuk mewujudkan pelayanan publik 
yang baik dan berkualitas dengan memperhatikan salah satu variabel yang 
sangat penting yaitu aspek sikap dan perilaku para birokrat garis-depan. 
Dalam jurnal ini, penulis merujuk kepada sifat Nabi Muhammad saw 
untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) dalam 
bersikap dan berperilaku ketika memberikan pelayanan kepada publik. 
Perbedaan antara jurnal ini dengan apa yang dibahas peneliti adalah jurnal 
ini hanya membahas pelayanan publik menurut islam sedangkan peneliti tidak 
hanya membahas menurut islam akan tetapi juga secara umum. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini terbagi 2, yaitu : 
a. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan 
Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Perspektif Hukum Tata Negara Islam. 
b. Tujuan khusus, yaitu : 
1) Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa. 
2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja 
pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa.  
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3) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum tata negara islam terhadap 
kualitas kinerja pelayanan di kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam). Serta 
dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi  ilmiah yang dapat 
dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya 
yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan publik. 
b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para 
pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparatur 
pemerintahan yang menjadi penyelenggara pelayanan publik dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya guna menciptakan pelayanan publik 
yang prima dan berkualitas.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan Publik terdiri atas 2 kata yaitu “ Pelayanan “ dan “Publik”. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang 
artinya membantu menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang 
lain untuk perbuatan melayani. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kata pelayanan diartikan sebagai perihal cara melayani, servis jasa, dan 
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/jasa.
1
 
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan dapat diartikan 
sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat.  
A.S. Moenir mendefenisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu yang tingkat 
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 
bergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. 
Selanjutnya, A.S. Moenir menyatakan bahwa proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan pelayanan. Dengan 
kata lain, pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan 
atau mengurus segala hal yang diperlukan orang lain.2 Maka kesimpulannya, 
pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang yang tujuannya untuk membantu menyiapkan atau mengurus segala hal 
yang diperlukan oleh orang lain. 
Jika dianalisis secara spesifik, pelayanan mempunyai makna melayani 
orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan 
pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Pelayanan berarti 
melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi 
                                                 
1
Anonim. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta:Balai Pustaka, 1995), 
h.571. 
2
Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan 
Publik Menuju Clean Government and Good Governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 14-
15. 
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kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan 
kemanfaatan.3 
Sedangkan kata publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 
orang banyak (umum). Mayor polak mendefenisikan publik sebagai sejumlah 
orang yang mempunyai minat sama terhadap suatu persoalan tertentu. Sekalipun 
demikian, orang-orang yang mempunyai minat yang sama tidak berarti mepunyai 
pendapat yang sama.4 Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang atau 
sekelompok orang yang memilki minat yang sama atau merasa tertarik dengan 
suatu hal yang sama terhadap suatu persoalan tertentu. 
Jadi pelayanan Publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk membantu menyiapkan 
atau mengurus segala hal yang diperlukan oleh orang lain dalam jumlah banyak 
dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan terhadap persoalan tertentu. 
Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 Menurut Lewis dan Gilman, bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan 
publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang 
diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan 
yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian 
dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi 
kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah 
sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.5 
Pelayanan Publik menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik 
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada 
masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 
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Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 22. 
4
Sunarjo Djunasih, Opini Publik (Yogyakarta:Liberty,1984),h.32. 
5
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, h. 21. 
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kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang dapat memberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah tetapi juga pihak 
swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial 
dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. 
Sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi yakni mencari 
keuntungan.6 
2. Fungsi pelayanan publik 
Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik 
dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi 
birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas 
kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan 
berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja. 
Kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur, 
berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.  
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan 
kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat 
mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan 
pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan tepat waktu.  
Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat 
akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sesungguhnya untuk 
masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik 
menjadi kewajiban bagi aparatur untuk melayaninya. Tetapi harus diperhatiakn 
pula oleh masyarakat, sistem dan cara menerima pelayanan publik. Prinsipnya 
adalah saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan 
pelayanan publik. misalnya pembuatan KTP, masyarakat harus tahu syarat dan 
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ketentuan pembuatan KTP. Begitu pula aparatur juga harus mengetahui tentang 
ketentuan yang berlaku dalam pembuatan KTP, baik dalam segi waktu 
penyelesaian maupun aspek biayanya. Sehingga jika ini dipenuhi secara baik, 
pelayan publik akan berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pelayanan 
publik.7 
3. Asas-Asas Pelayanan Publik 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan 
dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu: 
a. Kepentingan Umum, artinya: pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan /atau golongan;  
b. Kepastian hukum, artinya: jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan; 
c. Kesamaan hak, artinya: pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi; 
d. Kesimbangan hak dan kewajiban, artinya: pemenuhan hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan; 
e. Keprofesionalan, artinya: pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan bidang tugas; 
f. Partisipatif, artinya: peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 
harapan masyarakat; 
g. Pesamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya: setiap warga negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil; 
h. Keterbukaan, artinya: setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; 
i. Akuntabilitas, artinya, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
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j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya: pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 
pelayanan; 
k. Ketepatan waktu, artinya: penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayan; 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya: setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.8 
4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 
Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2003, Prinsip penyelenggaraan 
pelayanan adalah : 
a. Kesederhanaan; Prosedur Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: 
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
2) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik;  
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 
c. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang 
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana prasarana kerja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana 
telematika. 
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Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
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h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi telematika.  
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam memberi pelayanan. 
j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat 
parkir, toilet, tempat ibadah, dll.
9
 
5. Pola-Pola Pelayanan Publik 
Pola atau model penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesatuan 
bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan 
tatakerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis 
dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan publik.
10
  
Sesuai Kep. MENPAN No. 63/2003, ada 4 pola pelayanan, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Fungsional; pola pelayanan publik di berikan oleh penyelenggara pelayanan 
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
b. Terpusat; pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan 
terkait lainnya yang bersangkutan.  
c. Terpadu; pola penyelenggara pelayanan terpadu di bedakan menjadi dua, 
yaitu: 
1) Terpadu satu atap; diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 
dilayani beberapa pintu. 
2) Terpadu satu pintu; diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang memilki keterkaitan proses dan dilayani 
melalui satu pintu. 
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d. Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk 
gugus tugas ditempatkan pada instansi memberi pelayanan dan lokasi 
pemberian pelayanan tertentu. 
11
 
6. Ruang lingkup pelayanan publik 
Ruang lingkup pelayanan publik dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 5 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam ayat (1) 
dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan 
barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam ayat (2) meliputi pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.  
Sementara pelayanan barang publik seperti yang dimaksud dalam pasal 5 
ayat (1) di atur dalam pasal 5 ayat (3), yang meliputi: 
a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 
b. Pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang dilakukan oleh suatu 
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber 
dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan , tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya pada pelayanan jasa publik, diatur dalam ayat (4) meliputi: 
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a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 
seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran daerah; 
b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; 
c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan , 
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Terakhir, pelayanan administratif diatur dalam ayat (7), meliputi: 
a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur 
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga 
negara. 
b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh 
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan 
berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.12 
Ruang lingkup pelayanan publik seperti yang dijelaskan diatas harus 
diselenggarakan secara optimal dan berkualitas oleh pemerintah dalam rangka 
menjalankan amanah masyarakat dalam penerimaan terhadap pelayanan publik 
dan untuk pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat. Tentunya sebagai warga 
negara yang baik, masyarakat juga tidak hanya menuntut kepada pemerintah atas 
pelayanan yang prima tetapi juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 
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7. Komponen Standar Pelayanan Publik 
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau 
penerima pelayanan; sekurang-kurangnya meliputi berikut ini : 
a. Prosedur pelayanan; yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian; yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan; termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan.13  
Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (7) 
dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya 
dalam pasal 21 dijelaskan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-
kurangnya meliputi: 
a. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan; 
b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 
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c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan 
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 
d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 
e. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 
f. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan; 
h. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 
i. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 
k. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan, yaitu 
kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-
raguan; dan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.14 
Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan menjadi acuan bagi para 
pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. 
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Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit 
pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media 
cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai keadaan pelayanan 
ditempat tersebut, mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal 
lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. 
Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui 
baik buruknya pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan 
standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau 
melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit 
pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut.  
Sebelum memublikasikan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan 
publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, yaitu pernyataan 
tertulis yang berisi keseluruhan perincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam 
standar pelayanan. 
Dengan adanya maklumat pelayanan ini, unit penyelenggara pelayanan 
publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar 
pelayanan. Hal ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit 
pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
yang ada.15 
B. Kinerja Pelayanan Publik 
Bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik. 
Penerimaan oleh masyarakat menjadi penilaian tersendiri atas apa yang telah di 
berikan oleh aparatur pelayanan melalui pelayanannya. Setiap pelayanan yang 
diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya serta sudah menjadi 
kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik. 
Baik atau buruknya penilaian terhadap pelayanan publik tergantung sejauh mana 
pelayanan itu di berikan. 
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Demikian itu juga menjadi media kontrol masyarakat terhadap 
penyelenggara pelayanan, kontrol untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Kontrol terhadap pelayanan tidak terlepas dari kontrol terhadap kinerja aparatur 
pelayanan yang melayani. Kinerja aparatur merupakan bagian terpenting dalam 
peningkatan kualitas pelayanan, karena kinerja yang melakukan proses terhadap 
pelayanan itu sendiri. Kinerja yang baik ditopang dengan kompetensi yang 
dimiliki aparatur pelayanan akan menghasilkan sebuah pelayanan yang prima dan 
profesional. Profesionalitas dan primanya pelayanan tentunya akan berdampak 
pada keluaran yang dihasilkan, yaitu kepuasan masyarakat dalam menerima 
pelayanannya.  
Kinerja secara etimologi berasal dari bahasa inggris, yaitu performance. 
Performance berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti masukan 
(entries). Banyak sekali penjelasan tentang makna entries ini dari berbagai 
pengertian tentang masukan yang relevan dengan pengertian kinerja. Kinerja 
merupakan suatu istilah secara umum untuk sebagian atau seluruh tindakan atau 
aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah 
standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar 
efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.16 
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja atau Prestasi kerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.17  
Menurut prawirosentoso, kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing, dalam 
rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral dan etika yang ada. Jadi, berdasarkan pengertian ini dapat di 
ambil gambaran bahwa kinerja merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai-nilai etika dan moral yang 
tinggi. Kinerja adalah output yang dihasilkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan 
yang diharapkan bersama. Kinerja menjadi bagian yang satu antara seseorang 
dengan pekerjaannya.  
Oleh karena itu, kinerja adalah melekat dalam diri seseorang atau 
organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja berorientasi 
kepada sebuah hasil yang diharapkan bersama sesuai dengan yang sudah 
direncanakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 
jawab serta untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu, bentuk 
dari kinerja adalah adanya evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan 
sebagai pengendali terhadap pekerjaan berikutnya. Secara prinsip, kinerja adalah 
pekerjaan yang berkesinambungan dan terus-menerus yang dilakukan oleh 
seseorang dan/atau organisasi dengan capaian sesuai dengan yang diharapkan 
bersama. Menjadikan kinerja yang berkualitas dan memberikan kepuasan terhadap 
hasil dari kinerja yang dilakukan.
18
  
Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang 
mempunyai kinerja yang baik dan profesional. Profesionalitas kinerja dibangun 
berdasarkan kemampuan dan softskill yang dimiliki aparatur. Ketika 
profesionalitas dibangun dalam diri aparatur pelayanan publik, yang diikuti 
dengan pemberian pelayanan secara optimal dan prima, maka disitulah kinerja 
pelayanan publik tampak optimal. 
Setiap aparatur memiliki target pencapaian terhadap kinerja yang mereka 
lakukan. Target pencapaian terhadap kinerja merupakan bentuk komitmen 
pegawai dalam meningkatkan kinerja pelayanan.  
Target tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi aparatur dalam bekerja. 
Tercapainya target kinerja tergantung dari seberapa komitmen aparatur dalam 
menjalankan tugasnya. Komitmen tersebut yang akan menghantarkan aparatur 
kepada sebuah kualitas kinerja dengan pencapaian kinerja yang lebih baik. 
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Tentunya, target yang menjadi tujuan pencapaian kualitas kinerja diikuti oleh 
proses perencanaan. 
Baik dan buruknya pelayanan tergantung dari bagaimana pelayanan itu 
diberikan dan siapa yang memberikan pelayanan. Bagaimana memberikan 
pelayanan terbaik harus diikuti oleh metode atau cara pelayanan yang baik pula. 
Ada aturan yang mengikat didalam setiap unsur pelayanan, ada teknik dalam 
memberikan pelayanan, adapula tatacara pelayanan itu dilakukan. Unsur-unsur itu 
harus dipahami dan diterjemahkan secara komprehensif untuk disampaikan 
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi syarat 
dan ketentuan untuk mendapatkan pelayanan tersebut.  
Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus 
utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi 
sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparat 
pelayanan publik.
19
 
C. Good Governance 
1. Pengertian Good Governance 
Good Governance adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari 
proses dan sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh 
sumber daya aparatur yang baik pula. Baik dalam konteks aparatur secara 
psikologi maupun akademik mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu, teknologi informasi 
dan sarana pendukung lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyelesaian 
sebuah tanggung jawab secara efektif dan efisien.  
Efektivitas dan efisiensi itulah sesungguhnya yang menjadi titik penting 
dari good governance melalui sebuah proses yang baik dan berkualitas, sehingga 
menghasilkan sebuah pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan terjangkau yang 
dilakukan secara akuntabel dan profesional. Jika hal itu sudah dimiliki oleh setiap 
lembaga negara, masyarakat dengan sendirinya merasa nyaman, aman, dilayani 
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dan dihormati dalam setiap penerimaan pelayanan. Masyarakat tidak canggung 
lagi berada ditempat-tempat pelayanan, sehingga setiap pelayanan yang 
diterimanya memberikan kepuasan dan kenyamanan.  
Kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam pemberian pelayanan, 
dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek 
bentuk kebijakan pemerintah sehingga, tercapainya pemberian pelayanan dan 
penerimaan pelayanan secara baik akan membentuk pola kebijakan yang lebih 
baik pula. Kebijakan yang akan mendorong optimalisasi penyelenggaraan 
pemerintahan sebagai saluran utama dalam pencapaian tujuan good governance.20 
2. Prinsip-Prinsip Good Governance 
Bappenas dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang disponsori oleh UNDP 
merumuskan 10 prinsip good governance, yaitu : 
a. Partisipasi, artinya mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
b. Penegakan hukum, artinya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil 
bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
c. Transparansi, artinya menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.  
d. Kesetaraan, artinya memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
e. Daya tanggap, artinya meningkatkan kepekaan para penyelenggara 
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 
f. Wawasan kedepan, artinya membangun daerah berdasarkan visi dan strategi 
yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, 
sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kemajuan daerahnya. 
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g. Akuntabilitas, artinya meningkatkan akuntabilitas politik para pengambil 
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat 
luas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
terhadap rakyatnya yakni apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan 
oleh pemerintah dalam rangka memenuhi janji terhadap mandat yang 
diberikan oleh rakyat melalui konstitusi negara. 
h. Pengawasan, artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan 
keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan sebagai salah satu 
fungsi manajemen merupakan pilar utama kesuksesan dalam menjalankan 
kegiatan pemerintahan. 
i. Efisiensi dan efektif, artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada 
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal 
dan bertanggungjawab. 
j. Profesionalisme, artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat 
dengan biaya terjangkau.21 
3. Aktualisasi pelayanan publik dalam good governance 
Good governance dalam pencapaiannya harus didukung oleh public 
service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik 
menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. 
Bahkan, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka good 
governance. Butuh aktualisasi pelayanan publik sebagai salah satu aspek 
mendasar untuk pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. 
Pelayanan publik memberikan implikasi jangka panjang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan 
yang baik. Pelayanan yang diberikan bersifat jangka panjang dan terus-menerus 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama masyarakat masih membutuhkan 
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pelayanan, maka di situlah peran pelayanan publik oleh aparatur terus dilakukan. 
Artinya bahwa pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan 
maksimal.  
Ada tujuh aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk 
diterapkan pada instansi atau lembaga pemerintah, yaitu: 
a. Function 
Aparatur pelayanan publik dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat 
dalam dirinya harus melakukan kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari 
tanggung jawabnya. 
b. Confirmance 
Kepuasan pelayanan publik adalah terletak kepada kepuasan yang diterima 
oleh penerima pelayanan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh kebutuhan penerima 
pelayanan, dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat. 
c. Reliability Trust  
Kepercayaan menjadi bagian yang paling utama dalam pelayanan publik. 
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau instansi pemerintah menjadi 
kunci utama dalam pelayanan.  
d. Serviceability 
Memberika jaminan terhadap aspek pelayanan yang diberikan adalah 
bentuk dari pelayanan yang prima. Penyedia pelayanan tentunya harus menjamin 
bahwa pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan pada ketentuan perudang-
undangan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.  
e. Adanya assurance 
Yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang 
dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-
raguan.22 
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D. Pelayanan Publik dalam ketatanegaraan Islam  
Sesungguhnya menjalankan syariat Islam adalah merupakan hal yang amat 
penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini. Jauh-jauh 
sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan saja 
untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas 
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al Baqarah 2/267: 
 ِ َْْْأا َننِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَّمَِو ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبَِّيط ْنِم اوُقِفَْنأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّنَيأ َاي  ۖ  َلَو اونُمَّمَيَنت  َْلا  ُنِْمَميِب
  ِيِف اوُضِمْغُنت َْنأ َّلِإ  ِيِذِخِآب ْمُتْسَلَو َنوُقِفْنُنت  ۖ  وُمَلْعاَوا  ََّنأ  ََّللا  يِنَغ دي َِحَ  
 
Terjemahannya : 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”23 
 
Apabila kita tarik ke ranah pelayanan publik, maka ayat tersebut dapat 
bermakna bahwa para petugas  pelayanan publik, hendaknya melayani dan 
memperlakukan seseorang dengan  baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya 
sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa dalam pemerintahan 
khususnya pelayanan, yang perlu diperhatikan secara serius adalah perilaku 
birokrat sebagai penyelenggara pelayanan publik, dimana perilaku tersebut dapat 
mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik itu sendiri, Beberapa 
bentuk perilaku yang sering terjadi di kalangan administrasi publik diantaranya 
adalah perilaku seperti mempersulit, superior, maupun pengabaian yang 
kesemuanya adalah termasuk perilaku yang menyimpang dari prosedur yang telah 
ditetapkan dalam pelayanan publik.  
Oleh karena itu Birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu 
memahami hakekat dari tugas yang di embannya. Dan dalam menjalankan tugas 
nya, hendaknya menjadikan sifat Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah. Sebab 
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sikap dan perilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karena sesungguhnya 
akhlak beliau telah mencerminkan al Qur’an dan Hadis. Rasulullah memiliki 
empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh Para Birokrat. Keempat sifat 
itu antara lain yaitu : 
1. Siddiq,  
Siddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia yang mewarnai 
akhlak seseorang yang beriman (percaya) kepada Allah Swt. Sifat benar adalah 
sifat yang utama dan pertama yang wajib dimiliki oleh para Nabi dan Rasul Allah 
yang diutus ke dunia ini, untuk membawa wahyu dan agamanya masing-masing. 
Teristimewa kepada diri Rasulullah saw, bukan hanya perkatannya yang benar, 
akan tetapi juga perbuatannya benar. Sifat ini mestinya harus diteladani oleh para 
birokrat. Seorang birokrat yang meneladani sifat ini, tentunya pantang bagi 
dirinya untuk berbohong, menipu, menyalahgunakan posisi dan kedudukannya, 
dan sebagainya. Yang akan ditunjukkan dalam perilakunya adalah mengatakan 
secara benar apa yang menjadi hak-hak masyarakat yang dilayaninya. 
2. Amanah 
Amanah artinya dapat dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, 
niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Karena sifat yang amanah inilah maka Rasulullah SAW mendapat gelar 
“Al-Amin” atau dapat dipercaya. Gelar yang diberikan jauh sebelum beliau 
diangkat menjadi Rasul. Gelar ini diberikan oleh penduduk Mekkah kepada 
Rasulullah atas sifat amanah yang dimilikinya.  
Berkaitan dengan sifat amanah ini, seorang birokrat garis-depan akan 
senantiasa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak akan 
menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya, 
namun yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menyejahterakan 
masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, maka sifat amanah dapat 
disamakan artinya dengan konsep barat, accountable ( akuntabel ). Dengan 
demikian, apabila menginternalisasi sifat amanah ini, maka tidak akan ada lagi 
pemimpin atau pejabat publik yang mengambil uang rakyat dengan cara yang 
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tidak benar. Melainkan menggunakan uang rakyat tersebut sebesar-besar untuk 
kepentingan publik.  
Jika ditarik ke ranah birokrat, maka tidak ada lagi birokrat yang mencari 
keuntungan pribadi ketika melayani publik. Tidak akan ada lagi birokrat garis-
depan yang berperilaku menyimpang misalnya menjadi calo dalam pelayanan, 
meminta “uang lebih”, melakukan murk-up, mengurangi hak-hak warga, dan 
beberapa perilaku menyimpang lainnya. 
3. Tabligh 
Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh juga berarti menyampaikan 
sesuatu dengan terang dan jelas. Segala firman Allah Swt yang ditujukan oleh 
manusia, disampaikan oleh Rasulullah saw. Tidak ada yang disembunyikan walau 
pun itu menyinggung beliau sendiri.  
Sifat tabliqh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparancy 
(transparansi, keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifat tabliqh yang dimiliki 
oleh Rasulullah saw perlu diteladani oleh birokrat. Sifat ini dapat ditunjukkan 
dengan cara menyampaikan secara terang semua informasi yang berkaitan dengan 
persyaratan-persyaratan dan kebijakan pelayanan publik. Tidak menutup-nutupi 
persyaratan dan prosedur pelayanan, dengan tujuan untuk “memperdaya” 
masyarakat yang dilayani. Apabila prosedur dan persyaratan pelayanan kurang 
atau tidak jelas, maka masyarakat pengguna jasa layanan akan rentan 
mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari oknum birokrat yang notabene 
mencari keuntungan pribadi atas pelayanan yang diberikannya. 
Selain adanya keterbukaan terhadap kebijakan dan persyaratan pelayanan 
publik, sifat tabligh juga akan senantiasa terbuka bagi pengawasan. Birokrat garis-
depan yang memiliki komitmen untuk transparan, maka pengawasan baginya 
adalah sesuatu yang dapat menjadikan dirinya untuk senantiasa berada di atas 
jalur yang benar. Hasil dari sebuah pengawasan dapat berupa kritikan atau 
masukan atas kinerja yang ditampilkan oleh birokrat garis-depan. Kritikan atau 
masukan dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih memperbaiki diri sehingga 
kekurangan atau kelemahan yang dilakukan selama ini, dapat diperbaiki 
dikemudian hari. 
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4. Fathonah 
 Fathonah artinya bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat 
bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan ayat al-Qur’an dan kemudian 
menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan suatu sifat yang bijaksana. 
Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah saw. memperlihatkan kepada 
umatnya bagaimana seharusnya akhlak seorang pemimpin. Beliau menjadi 
seorang pemimpin yang memecahkan masalah dengan musyawarah, padahal 
pandangan beliau sendiri sudah cukup tanpa perlu bermusyawarah dengan para 
sahabat. Cara dan metode Rasulullah dalam memimpin umat diikuti oleh empat 
sahabat utama beliau yang memerintah setelah wafat Rasulullah, sehingga dijuluki 
dengan Khulafaur Rasyidin para pengganti yang mendapat petunjuk.  
Dalam kaitan dengan pelayanan publik, sifat fathonah dapat diteladani 
oleh birokrat garis-depan dengan cara menempatkan sesuatu sesuai dengan 
proporsinya. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bijaksana dalam 
konsep pelayanan publik bukan berarti bahwa apabila terdapat seorang warga 
masyarakat yang memerlukan pelayanan, meskipun tidak memenuhi persyaratan, 
mereka dilayani.  
Demikian empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan bagi siapa 
saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat publik, apabila para 
birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat terwujud 
pelayanan publik yang bekualitas seperti apa yang diharapkan.24 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Penelitian 
kualitatif lapangan adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan peristiwa atau 
fenomena yang terjadi guna memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi 
tersebut. 
Menurut Denzin dan incoln (1987), penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 
terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 
Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan 
dunia sosial, dan perspektif nya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 
persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.
1
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Tumanurung No. 2, Sungguminasa, 
Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 
penelitian yuridis empiris . Pada penelitian yuridis empiris, hukum dikonsepkan 
sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial 
yang lain.
2
  
Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum 
dengan perilaku nyata manusia. Perumusan sederhana ini dapat dijadikan 
pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam 
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kenyataan pergaulan masyarakat.
3
 Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan 
penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan 
melihat kenyataan atau fakta yang ada dalam praktek dilapangan dalam hal ini 
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik 
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
4
 Dalam penelitian ini yang 
menjadi data primer adalah; 
a. Hasil wawancara dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil 
kabupaten Gowa dan masyarakat 
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, buku-bukuyang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 
perundang-undangan.
5
 
a. Buku-buku yang membahas tentang Pelayanan Publik 
b. Skripsi ataupun jurnal online yang membahas tentang pelayanan publik 
D.  Metode Pengumpulan Data 
1. Metode Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra yaitu mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 
indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi metode observasi 
adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam penelitian ini peneliti 
akan melakukan observasi atau pengamatan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil.  
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2. Metode Wawancara 
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 
proses tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan 
informan atau yang diwawancara.  
Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-
hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.
6
 
Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah Kepala Sub bagian 
umum dan kepegawaian dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gowa 
dan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakat.  
3. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 
berbentuk tulisan, gambar atau karya monumentalis dari seseorang.
7
  
4. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakan yaitu dalam hal ini dilakukan terhadap undang-undang, 
buku, skripsi, maupun jurnal online yang membahas tentang pelayanan publik.  
E. Instrumen Penelitian 
1. Peneliti sendiri 
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian yang 
pertama adalah peneliti sendiri, yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan 
memahami gejala atau peristiwa yang diteliti. 
2. Pedoman wawancara 
Selain peneliti sendiri, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah 
pedoman wawancara yang isinya adalah daftar pertanyaan yang dikemukakan saat 
melakukan wawancara dengan informan. 
3. Catatan wawancara 
Catatan wawancara digunakan peneliti untuk mencatat jawaban-jawaban 
yang dikemukakan oleh informan 
                                                 
6
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Rineka cipta,2007), h.58 
7
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2015), h. 176 
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4. Handphone 
Handphone digunakan peneliti untuk merekam jawaban-jawaban informan 
sehingga memudahkan peneliti dalam proses pencatatan dan pengumpulan data 
pada saat wawancara. Selain itu handphone juga digunakan peneliti untuk 
mengambil gambar saat melakukan wawancara sebagai alat bukti bahwa benar 
peneliti telah melakukan penelitian dilapangan. 
5. Flashdisk 
Flashdisk digunakan peneliti untuk mengambil data dalam bentuk file 
yang diperlukan dari informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Klasifikasi data/kategori data 
Klasifikasi data/kategori data adalah teknik pemilahan banyak data sesuai 
dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya. 
2. Reduksi data  
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 
ditarik dan diverifikasi. 
3. Editing data 
Editing data adalah proses dimana peneliti memeriksa kembali data yang 
telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan 
dapat diolah dengan baik.
8
 
                                                 
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.330. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km
2
 yang terdiri dari 18 kecamatan 
yaitu kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, 
Bontolempangang, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, 
Pallangga, Parangloe, Parigi, Pattallassang, Somba Opu, Tinggimoncong, 
Tombolo pao dan Tompobulu dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 
±652.941 jiwa (2010) dengan kepadatan 346,7 jiwa/km
2
 
Secara Geografis, kabupaten Gowa terletak pada 5
º33ˈ-5º34ˈ Lintang 
Selatan dan 120º38ˈ-120º33ˈ Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah 
dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 
meter diatas permukaan air laut. Namun demikian, wilayah kabupaten Gowa 
sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama dibagian 
timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong dan 
Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. 
Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 
derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan 
Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yaitu 
ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai 
Jeneberang yaitu seluas 881 km
2
 dengan panjang sungai utama 90 km.1 
                                                 
1“Kabupaten Gowa”, Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa (8 Oktober 2018) 
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2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa dibentuk pada 
awal pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten pada tahun 1995, setelah 
beberapa tahun berjalan terjadi merger pada beberapa dinas, maka dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2002 di gabungkan dengan Dinas 
Tenaga Kerja, dan pada tahun 2009 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
kembali berdiri sendiri. 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
berkedudukan di Ibukota Kabupaten yaitu dijalan Tumanurung no. 2 
Sungguminasa sebelah utara lapangan Syekh Yusuf dan Syekh Yusuf Discovery. 
Tergabung di dalam kompleks gabungan dinas-dinas pemerintah kabupaten Gowa 
berdekatan dengan musholla Al-Ichsan dan berada di belakang gedung badan 
perencanaan\ pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Gowa dengan luas 
bangunan 120 m
2
 dan luas tanah 440 m
2
. 
b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
1) Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan menuju masyarakat 
kabupaten Gowa yang berkualitas 
2) Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa, 
yaitu: 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mengatur, merencanakan, 
dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas kesekertariatan. 
b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan 
standar pelayanan publik. 
c) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar 
pelayanan publik. 
d) Meningkatkan akurasi pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui 
tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan yang profesional dan 
bertanggungjawab. 
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e) Meningkatkan kuantitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil 
melalui kerjasama lintas sektor, inovasi serta sistem penataan kearsipan 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik. 
c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kabupaten Gowa 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan. 
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 
dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Kepala Dinas. 
Dinas kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas, 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
tugas. 
a) Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi: 
b) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
c) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
e) Pelaksanaan administrasi dinas; dan 
39 
 
 
 
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 
fungsinya. 
2) Sekretaris Dinas. 
Sekretariat terdiri dari: 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Perencanaan; 
c) Sub Bagian Keuangan. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok 
membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, keuangan dan umum 
dan kepegawaian dalam lingkungan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menjalankan 
fungsi: 
(1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas; 
(2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan; 
(3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
(4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.  
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 seksi, yaitu: 
a) Seksi Identitas Penduduk; 
b) Seksi Pindah Datang Penduduk; 
c) Seksi Pendataan Penduduk. 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala 
bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan 
kegiatan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai perundang-undangan 
dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 
mempunyai fungsi: 
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(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari: 
a) Seksi Kelahiran; 
b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 
c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang. 
Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis 
dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan 
di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, kepala 
bidang mempunyai fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari: 
a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 
c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan 
Komunikasi.  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh 
kepala bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 
mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
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pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan sesuai lingkup tugasnya untuk pelasanaan tugas pembantuan.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari: 
1) Seksi Kerjasama; 
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; 
3) Seksi Inovasi Pelayanan. 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh kepala 
bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan kebijakan dibidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi: 
(1) Penyusunan perencanaan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
(2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 
(3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 
(4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
(5) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan; 
(6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
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(7) Pengendaliandan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan.2 
Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa, yaitu sebagai berikut: 
                                                 
2Pemerintah Kabupaten Gowa, “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Official 
Website Pemerintah Kabupaten Gowa, http://gowakab.go.id/skpd/dinas/dinas-kependudukan-dan-
catatan-sipil/64/50/ (8 Oktober 2018) 
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STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN GOWA  
Subag 
Perencanaan 
HASRUL, 
S.A.P., M.A.P. 
NIP. 
1981082120080
11010 
Subag 
Keuangan 
Hj. NISMAH, 
S.Sos. M.Si. 
NIP. 
1961062719860
31011 
Subag Umum & 
Kepegawaian 
KUSMA 
SUNASTRI,SE. 
NIP. 
198211062011012004 
BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 
  
ADE ASTUTI, S.Sos. 
NIP. 196709222007012016 
Seksi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan 
 
ABD. RAUF ABBAS, S. Sos. 
NIP. 196805042009011005 
 
Seksi Pengolahan dan Penyajian 
Data Kependudukan 
 
ABU MASSIR 
NIP. 196702171993031011 
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya 
Manusia  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
SYAMSURIJAL, S.H., M.Si. 
NIP. 197805312008011009 
Seksi Kerjasama 
Hj. MUTHMAINNAH, S. 
Sos, M.Si. 
NIP. 197006121998032008 
Seksi Pemanfaatan data 
dan Dokumen 
Kependudukan 
Dra. Hj. SUTRIANA, 
M.M. 
NIP. 
196511061995032002 
 
Seksi Inovasi Pelayanan 
 
RACHMANSYAH, S.S., 
M.A.P. 
NIP. 
197403032000031006 
UU.P.
Kepala Dinas 
 
AMBO, S.H., M.H. 
NIP. 
196106271986031011 
Sekretaris 
 
EDY SUCIPTO, S.Pi., M.M. 
NIP.  197207142005021003 
 
 
BIDANG PEMANFAATAN 
DATA DAN INOVASI 
PELAYANAN 
Dra. Hj. HENY 
MARDIATY, M.Si.. 
NIP. 196706021989062001 
BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 
 
ST. NURUL MUCHLISA 
TATE, SP. 
NIP. 197711082005022003 
BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL 
 
Dra. Hj. HASRIANI 
THAMRIN, M.Si. 
NIP. 196604231986032006 
Seksi Identitas Penduduk 
MUH. RHEZA 
PRATAMA B, S.E. 
NIP. 198411192010011016 
 
Seksi Pindah Datang 
Penduduk 
 
ZULFAHMI, R.S.Si. 
NIP. 198801092011012008 
 
Seksi Pendataan Penduduk 
 
 
JAMAL, S.H.,M.Si. 
NIP. 
197306061996031003 
Seksi Kelahiran  
H. BAHARUDDIN, S.H., 
M.M. 
NIP. 196609291992101001 
 
Seksi Perkawinan dan 
Perceraian 
 
Dra. RAHMI 
NIP. 196405231993032003 
Seksi Perubahan Status 
Anak, Pewarganegaraan 
dan Kematian  
Hj. AMINAH, S.Sos. 
NIP. 19640918 198503 2 
012 
44 
 
 
 
 
B Kinerja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa  
Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 
pemerintahan. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melayani 
masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah bersifat 
administratif maupun pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah sebagai 
penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal 
untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun 
demikian, pelayanan publik yang baik harus didukung oleh tingkat partisipasi 
yang baik jua. Masyarakat sebagai penerima pelayanan juga harus bersifat aktif 
dan partisipatif dalam penerimaan pelayanan, pemenuhan terhadap standar 
pemenuhan pelayanan, mendukung program-program pelayanan yang dilakukan 
sehingga keseimbangan dan kerjasama pelayanan dapat dilakukan secara baik. 
Pemenuhan pelayanan yang baik adalah dengan tidak ada ketimpangan antara 
penerima dan pemberi pelayanan.
3
 
Paling berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah aparatur 
pelayanan publik. Aparatur secara langsung terlibat dengan masyarakat dalam 
memberikan pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.  
Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama 
dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan 
menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama 
organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber 
daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan 
menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. 
Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia atau 
aparatur didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi dan kualitas itu juga perlu 
                                                 
3
Hayat, Manajemen Pelayanan publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 16-17  
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ditopang dengan kemampuan manajerial melalui soft skill yang tinggi dengan 
dukungan sarana prasarana atau infrastruktur yang memadai mendukung, disertai 
dengan sumber dana yang cukup dan fungsional yang akuntabel. Hal itu menjadi 
prasyarat untuk suksesi sebuah organisasi, yaitu man (manusia), materiil (sarana 
dan prasarana), dan money (dana). 
Ketiganya mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan jika sudah 
memenuhi unsur ketiganya tersebut. Apalagi lembaga negara yang memiliki 
regulasi yang terstruktur dan sistematik secara administratif maupun 
implementatif dengan orientasi kepada kebutuhan masyarakat. Lembaga negara 
atau pemerintahan merupakan organisasi milik masyarakat yang berperan 
menyediakan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakatnya atas kebutuhan yang 
diharapkan.
4
 Dan untuk itu, peningkatan kualitas kinerja pelayanan perlu 
diperhatikan. 
Di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dilakukan dengan regulasi dan 
peraturan yang mengikat. Menjadi keniscayaan bahwa kualitas kinerja pelayanan 
publik adalah harapan seluruh lapisan masyarakat dalam pelayanan publik.
5
 
Dan yang menjadi indikator yang digunakan peneliti untuk melihat 
kualitas kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan, mengandung makna bahwa prosedur atau tata cara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh 
masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada 
hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan 
pelayanan. Kesederhanaan prosedur didesain untuk tidak mengurangi atau 
mengabaikan unsur legalitas atau keabsahan dari hasil pelaksanaan 
pelayanan publik.
6
 
                                                 
4
Hayat, Manajemen Palayanan publik, h.105-107 
5
Hayat, Manajemen Palayanan publik, h. 83 
6
Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 
Menuju Clean Government and Good Governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 167 
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak AKMAL, 
selaku masyarakat berpendapat bahwa prosedur pelayanan yang dilakukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Gowa sudah  sederhana 
dan tidak bertele-tele.
7
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu SUKMA, selaku masyarakat yang 
mengatakan bahwa prosedur pelayanan yang diterapkan sudah sederhana dan 
mudah dipahami.
8
  
Dari kedua pernyataan tersebut dapat penulis katakan bahwa prosedur 
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
sudah sederhana.  
2. Kejelasan dan kepastian, merupakan salah satu hal yang sangat penting 
bagi masyarakat.  
Dari hasil wawancara dengan bapak AKMAL selaku masyarakat 
mengatakan bahwa semua syarat-syarat yang di perlukan untuk mengurus sudah 
cukup jelas. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Kusma Sunastri, 
S.E selaku Kasubag umum dan kepegawaian, juga menjelaskan bahwa untuk 
pelaksanaan pelayanan selalu berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) 
yang ada. Dan untuk persyaratan pengurusan dan lain sebagainya itu sudah 
disosialisasikan sebelumnya dan sudah dibuatkan spanduk yang dipasang di depan 
pintu masuk agar masyarakat dapat langsung melihatnya.
9
 
Selain itu, bapak Hasrul, S.AP.,M.AP selaku kasubag perencanaan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan bahwa untuk persyaratan 
pengurusan dan lain sebagainya juga bisa dilihat langsung di website dinas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa.
10
 
Dari apa yang peneliti lihat dilapangan memang dari segi kejelasan, mulai 
dari syarat-syarat pengurusan, prosedur pelayanan dan lain sebagainya memang 
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sudah cukup jelas selain itu dari segi kepastian, pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah memehuhi hal ini 
dapat dilihat dari kepastian jadwal pelayanan. Mereka selalu membuka pelayanan 
berdasarkan jadwal yang ditentukan secara tepat waktu agar masyarakat tidak 
terlalu lama menunggu. 
Jadi dalam hal kejelasan dan kepastian, pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa sudah terpenuhi karena 
semuanya sudah jelas dan dilakukan berdasarkan SOP yang ada dan juga sudah di 
sosialisasikan juga pada masyarakat dan sudah dibuatkan spanduk dan dari 
kepastian jadwal pelayanan juga sudah memenuhi. 
3. Keamanan, bahwa proses pelaksanaan pemberian pelayanan perlu 
menciptakan kondisi dan mutu dengan memerhatikan faktor-faktor 
berikut: 
a. Keamanan, dalam arti proses pelaksanaan pelayanan ataupun mutu produk 
pelayanan publik dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Misalnya 
mutu produk pelaksanaan pelayanan administrasi di dinas kependudukan dan 
catatan sipil harus diperhatikan agar dapat menjamin kepastian atau keabsahan 
secara hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan keraguan 
ataupun kekhawatiran bagi masyarakat
11
. 
Dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa kesalahan cetak seringkali terjadi di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil kabupaten Gowa seperti kesalahan penulisan nama, kesalahan 
tanggal lahir bahkan adapula kesalahan NIK.
12
  
Selain itu, hasil wawancara dengan ibu Nurcahya selaku masyarakat juga 
mengatakan bahwa kesalahan cetak seringkali terjadi terutama kesalahan data 
bahkan adapula masyarakat yang mengurus E-KTP yang sesuai datanya tapi salah 
fotonya.
13
 
Dari kedua pernyataan tersebut jelas bahwa pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa dari segi keamanan belum 
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terpenuhi karena masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesalahan 
cetak tersebut. Ini jelas membuat masyarakat khawatir karena apabila terjadi 
kesalahan cetak otomatis itu akan memakan waktu yang lebih lama.  
b. Nyaman, dalam arti bahwa kondisi dan mutu dalam proses pelaksanaan 
pelayanan hendaknya menciptakan rasa nyaman, tertib dan lancar.
14
 
Dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa dari segi kenyamanan pelayanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa masih belum nyaman karena kurangnya jumlah 
kursi yang tersedia sehingga banyak masyarakat yang berdiri selain itu, apabila 
sudah siang hari kipas angin juga kurang berfungsi karena terlalu banyak orang 
yang berada didalam ruangan. 
Masih dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin mengatakan bahwa 
dari segi tertibnya, sudah tertib karena sudah ada mesin antrian seperti di bank. 
Jadi masyarakat hanya menyiapkan berkasnya dan mengambil nomor antrian di 
mesin lalu menunggu sampai nomor antriannya disebut.
15
 
Dari apa yang dilihat oleh peneliti dilapangan, khusus yang baru ingin 
mengurus memang disediakan mesin antrian akan tetapi bagi masyarakat yang 
sudah mengurus dan ingin mengambil E-KTP, KK dan lain sebagainya itu tidak 
ada nomor antrian mereka hanya menumpuk resi yang diberikan saat pertama 
mengurus di dalam keranjang yang tersedia sehingga masyarakat banyak 
menumpuk didepan meja pengambilan berkas. Jadi menurut peneliti dari segi 
kenyamanan dan ketertibannya juga masih kurang terpenuhi. 
4. Keterbukaan, artinya bahwa pemberi pelayanan harus menginformasikan 
secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
16
 
Dari hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
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kabupaten Gowa sudah memenuhi prinsip keterbukaan hal ini dapat dilihat dari 
pemasangan spanduk persyaratan pengurusan/penertiban dokumen administrasi 
kependudukan di depan pintu masuk. Dan juga pemasangan standar pelayanan di 
dalam ruangan. Dispanduk yang ada dipintu masuk juga mencantumkan dengan 
huruf yang ukurannya lebih besar dibanding yang lain bahwa semua pengurusan 
tidak dipungut biaya.
17
 
Akan tetapi menurut Naura Athira Nasrul selaku masyarakat, mengatakan 
bahwa dari segi keterbukaan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
belum terpenuhi karena tidak adanya bagan alur pengurusan KK, E-KTP, dan lain 
sebagainya sehingga masyarakat yang baru pertama kali mengurus merasa 
kebingungan
18
 
Berdasarkan apa yang dilihat peneliti di lapangan memang terdapat 2 
spanduk yang ditempel di pintu masuk dan juga ada standar pelayanan yang di 
tempel di dinding dekat loket akan tetapi seperti yang dikatakan informan Naura 
Athira Nasrul, bahwa di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak 
terdapat bagan atau alur prosedur pengurusan baik itu KK, E-KTP dan lain 
sebagainya sehingga memang masih banyak masyarakat yang kebingungan. 
Sebenarnya sudah ada petugas yang berjaga didepan pintu yang membantu 
mengarahkan masyarakat akan tetapi hanya satu orang sehingga tidak semua 
masyarakat yang bisa diarahkan. Jadi menurut peneliti, prinsip keterbukaan di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Gowa masih kurang 
memenuhi. 
5. Efisien, menekankan bahwa perumusan kebijakan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik perlu memerhatikan hal-hal yang tidak 
berakibat memberatkan masyarakat ataupun tidak berdampak 
pemborosan.
19
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E selaku 
Kasubag umum dan kepegawaian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil, mengatakan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah 
mengusahakan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu efisien. 
Kami juga mempunyai program yang namanya Pelayanan satu hari jadi (one day 
service) artinya misalnya mengurus KK, masuk berkasnya pagi lalu keluar sore 
jadi masyarakat tidak usah bolak balik lagi ke kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil.
20
 
Sedangkan menurut hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku 
masyarakat, mengatakan bahwa tidak semua pengurusan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bisa selesai dalam satu hari ada masyarakat 
yang harus menunggu sampai satu minggu bahkan ada yang menunggu sampai 
hampir sebulan. Sehingga masyarakat harus bolak balik ke kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mengontrolnya 
bahkan ada pula masyarakat yang karena terlalu sering mondar mandir lama-lama 
menjadi bosan sendiri untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
21
 
Jadi menurut peneliti, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa masih belum memenuhi prinsip efisien. 
6. Ekonomis, menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya memerhatikan hal-hal yang 
berakibat pada biaya ekonomi tinggi yang memberatkan masyarakat.
22
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E 
menjelaskan bahwa untuk biaya pelayanan itu gratis.
23
 Hal ini berdasarkan pasal 
37 (1) dan (2) Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berbunyi: 
 
(1) Biaya pelaksanaan pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung 
jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 
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(2) Biaya pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemerintah daerah 
apabila diwajibkan dalam ketentuan perundang undangan.24 
 
Dan juga pasal 79A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan yang menyatakan bahwa: “Pengurusan dan penertiban dokumen 
kependudukan tidak dipungut biaya”.25  
Jadi dalam hal biaya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa itu gratis dan ditanggung oleh Pemerintah daerah 
kabupaten Gowa. 
7. Keadilan yang merata, artinya bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
mencakup semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan.
26
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E mengatakan 
bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah melakukan pelayanan 
kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Yang dibedakan adalah bagi 
penyandang disabilitas atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan 
mereka diperlakukan khusus. 
Lebih lanjut ibu kusma menjelaskan bahwa bagi penyandang disabilitas 
atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan di berikan perlakuan 
khusus seperti mereka didahulukan dan tidak masuk antrian selain itu Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa juga menyediakan kursi 
roda dan parkiran Khusus bagi mereka. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu 
atau tidak bisa sama sekali untuk datang langsung ke kantor dinas capil, ada yang 
namanya perekaman offline. Jadi caranya dinas capil bekerjasama dengan kepala 
desa atau sekertaris desa untuk mendata warganya yang sakit yang tidak bisa 
keluar rumah kemudian warga tersebut memberikan datanya kepada kepala 
desanya untuk selanjutnya dibawa ke kantor capil untuk di proses. Untuk 
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perekaman E-KTP kan tidak bisa diwakili jadi nanti setelah selesai pngurusan 
berkasnya, tim perekaman offline dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa langsung datang kerumah warga tersebut membawa alat yang 
dibutuhkan lalu setelah itu, dibawah kekantor untuk selanjutnya dicetak E-KTP 
nya.
27
  
Jadi menurut peneliti, pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah Memenuhi Prinsip Keadilan yang merata 
dan juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal perlakuan 
khusus terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas. 
8. Ketepatan waktu, artinya bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
28
 
Menurut hasil wawancara dengan Naura Athira Nasrul selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa dalam hal ketepatan waktu, kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil belum memenuhi prinsip tersebut karena menurutnya masih 
banyak masyarakat yang diberi janji misalnya seminggu setelah pengurusan baru 
bisa diambil ternyata seminggu kemudian masih belum jadi. 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat dilapangan, memang masih banyak 
masyarakat yang mengeluh mengenai waktu penyelesaian dan pengambilan 
berkas. Ada masyarakat yang mengurus langsung satu hari jadi seperti program 
yang diterapkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten 
Gowa yaitu One day service akan tetapi ada pula masyarakat yang dijanjikan 
seminggu selesai tapi setelah seminggu belum selesai-selesai. 
Jadi menurut peneliti, pelaksanaan pelayanan di kantor dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang belum memenuhi prinsip ketepatan 
waktu. 
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C Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Kinerja Pelayanan Publik di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
1. Faktor jaringan 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Kusma Sunastri, 
S.E, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Gowa adalah faktor jaringan. 
Apabila jaringan sedang bermasalah maka semua pelayanan akan terhambat 
apalagi kalau kantor pusat sedang mentenens atau perbaikan jaringan yang terjadi 
dua sampai tiga hari dalam satu bulan. Akan tetapi sekalipun jaringan sedang 
bermasalah, tetap ada pelayanan. Hanya saja butuh waktu yang lebih lama sampai 
berkas yang diurus itu jadi atau keluar. Akan tetapi kalau jaringan sedang bagus 
maka waktu yang diperlukan agar berkas itu jadi akan lebih sedikit bahkan bisa 
jadi dalam satu hari pengurusan.
29
 
2. Faktor kesadaran masyarakat 
Selain faktor jaringan, faktor kesadaran masyarakat juga ikut 
mempengaruhi pelayanan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa. Banyak masyarakat yang “nanti butuh baru mengurus”. Inilah 
yang menjadi penyebab mengapa pelayanan di kantor dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil menumpuk.30 
3. Faktor Sarana dan Prasarana 
Faktor sarana dan prasarana juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan 
publik karena ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan mempengaruhi 
persepsi masyarakat.  
Menurut hasil wawancara dengan bapak Suryadi selaku masyarakat 
mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah cukup memadai kecuali jumlah kursi 
yang tersedia yang tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang ingin 
mengurus. 
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Padahal jelas bahwa dengan terpenuhinya jumlah kursi yang disediakan 
untuk masyarakat akan sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat.  
4. Faktor anggaran 
Faktor anggaran juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena 
dengan anggaran yang cukup, maka fasilitas-fasilitas yang ada di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa akan bisa untuk di benahi. 
 
D Perspektif Hukum Tata Negara Islam Tentang Kualitas Kinerja Pelayanan 
di Kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dari pemerintah dalam 
rangka melaksanakan amanah undang-undang dasar yaitu memajukan 
kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk 
melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Adapun pengertian 
pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk 
atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
Dalam islam, jauh jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada 
seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang bekualitas 
sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS al Baqarah 2/267 yang berbunyi : 
 ِ ْرَْأا َننِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَّمَِو ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبَِّيط ْنِم اوُقِفَْنأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّنَيأ َاي  ۖ  َلَو اونُمَّمَيَنت  َْلا  ُنِْمَميِب
 ُنت  ِيِف اوُضِمْغُنت َْنأ َّلِإ  ِيِذِخِآب ْمُتْسَلَو َنوُقِفْن  ۖ اوُمَلْعاَو  ََّنأ  ََّللا  يِنَغ دي َِحَ  
 
Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
31
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Yang apabila kita tarik ke ranah pelayanan, ayat tersebut dapat bermakna 
bahwa para petugas pelayanan hendaknya melayani dan memperlakukan 
seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. 
Birokrat garis depan dalam hal ini para petugas pelayanan sebagai pihak 
yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam memberikan 
pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang di berikan hendaknya menjadikan sikap dan perilaku Rasulullah 
sebagai uswatun hasanah (suri teladan) yang baik dalam menjalankan tugasnya 
tersebut agar dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas seperti yang 
diharapkan. Sikap dan perilaku tersebut, seperti: 
1. Siddiq 
Siddiq atau benar. Perwujudan dari sikap ini dalam pelayanan publik dapat 
didukung oleh tersedianya aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP 
adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong 
dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 
SOP tersebut harus memuat tatacara atau tahapan yang telah dibakukan dan yang 
harus dilalui untuk menyelesaikan suatu produk layanan tertentu. Ketersediaan 
SOP dalam pelayanan publik menjadikan para birokrat garis depan konsisten 
dengantugas mereka, sehingga dengan demikian maka apa yang dilakukannya 
benar adanya. Disamping itu, tugas-tugas yang dijalankan oleh birokrat garis 
depan dapat berlangsung secara cepat dan apabila terjadi kemacetan atau 
hambatan akan dengan mudah dilacak dimana kemacetan itu terjadi.
32
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E mengatakan 
bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
selalu berdasarkan SOP.33 
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Jadi dapat dikatakan bahwa sikap Siddiq sudah diterapkan di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
2. Amanah 
Amanah artinya dipercaya, dalam arti  sempit amanah diartikan sebagai 
memelihara titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Sedangkan 
dalam arti luas, amanah diartikan sebagai menyimpan rahasia orang, menjaga 
kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang 
diberikan kepadanya dan lain sebagainya.
34
  
Adapun perintah untuk menunaikan amanat di jelaskan dalam QS An-Nisa 
4/58 yang berbunyi: 
 
 َْأا اوُّدَؤُنت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي  ََّللا َّنِإ ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيَْنب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ َٰلَِإ ِتَاناَم  ۖ  َّنِإ  ََّللا 
  ِِب ْمُكُظَِعي اَّمِِعن  ۖ  َّنِإ  ََّللا  َناَك اًعي َِسَ ًايرِصَب  
 
Terjemahannya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
35
 
 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa, sudah menampakkan bahwa sikap amanah 
telah diterapkan oleh para pegawainya. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu 
para pegawai dalam membuka pelayanan. Mereka dalam membuka pelayanan 
selalu tepat waktu ini membuktikan bahwa para pegawai berusaha dengan sebaik-
baiknya untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu agar masyarakat tidak lama 
menunggu.    
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3. Tabliqh  
Tabliqh artinya menyampaikan. Tabliqh juga berarti menyampaikan 
sesuatu dengan terang dan jelas.  
Sikap tabliqh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparancy 
(transparansi,keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifat ini dapat ditunjukkan 
dengan cara menyampaikan secara terang semua informasi yang berkaitan dengan 
persyaratan-persyaratan dan kebijakan pelayanan publik.
36
 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa juga sudah menampakkan sikap tabliqh. Hal ini 
dapat dilihat dari spanduk-spanduk yang ditempelkan mulai dari pintu masuk 
sampai ke ruang tunggu pelayanan yang berisikan persyaratan-persyaratan 
pengurusan dan program-program yang ada atau sedang diterapkan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. Selain itu, juga ada website 
yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
untuk mengakses informasi-informasi yang diperlukan.  
4. Fathonah 
Fathonah artinya bijaksana. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, 
sifat fathonah dapat diteladani oleh birokrat garis-depan dengan cara 
menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Adanya keseimbangan hak dan 
kewajiban. Bijaksana dalam konsep pelayanan publik bukan berarti bahwa apabila 
terdapat seseorang warga masyarakat yang memerlukan pelayanan, meskipun 
tidak memenuhi persyaratan, mereka dilayani. 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa, para pegawai juga sudah menerapkan sikap 
fathonah. Hal ini dapat dilihat dari sikap pegawai yang apabila ada masyarakat 
yang ingin mengurus tapi berkas yang menjadi persyaratan pengurusan belum 
lengkap maka pegawai tersebut akan mengembalikan berkas masyarakat tersebut 
dan meminta masyarakat tersebut untuk melengkapi kembali berkasnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan peneliti, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Kualitas Kinerja Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa belum efektif hal ini dapat dilihat dari tidak 
terpenuhinya beberapa indikator yang ditetapkan peneliti. Indikator-indikator 
tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, 
diantaranya:  
a. Kesederhanaan,  
b. Kejelasan Dan Kepastian, 
c. Keamanan, 
d. Keterbukaan, 
e. Efisien,  
f. Ekonomis,  
g. Keadilan Yang Merata, 
h. Ketepatan Waktu, 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
a. Faktor jaringan, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi 
pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
kabupaten Gowa adalah faktor jaringan. Apabila jaringan sedang 
bermasalah maka semua pelayanan akan terhambat. Akan tetapi apabila 
jaringan sedang bagus maka waktu yang diperlukan agar berkas itu jadi 
akan lebih sedikit bahkan bisa jadi dalam satu hari pengurusan. 
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b. Faktor kesadaran masyarakat, Selain faktor jaringan, faktor kesadaran 
masyarakat juga ikut mempengaruhi pelayanan dikantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Banyak 
masyarakat yang “nanti butuh baru mengurus”. Inilah yang menjadi 
penyebab mengapa pelayanan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil menumpuk. 
c. Faktor Sarana dan Prasarana, juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan 
publik karena ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan 
mempengaruhi persepsi masyarakat.  
d. Faktor anggaran, juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena 
dengan anggaran yang cukup, maka fasilitas-fasilitas yang ada di kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa akan bisa 
untuk di benahi. 
3. Perspektif hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja pelayanan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
Birokrat garis depan dalam hal ini para petugas pelayanan sebagai pihak 
yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam memberikan 
pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang di berikan hendaknya menjadikan sikap dan perilaku Rasulullah 
sebagai uswatun hasanah (suri teladan) yang baik dalam menjalankan tugasnya 
tersebut agar dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas seperti yang 
diharapkan. Sikap dan perilaku tersebut, seperti siddiq, amanah, tabliqh, dan 
Fathonah. Dan kesemuanya ini telah di terapkan oleh para pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
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B Implikasi Penelitian 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa perlu untuk 
meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya agar mutu pelayanannya 
lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna 
jasa pelayanan publik. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa juga perlu 
membenahi dan melengkapi fasilitas-fasilitas di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa seperti kursi perlu ditambah dan 
juga alur atau bagan prosedur pelayanan juga harus dibuat dan 
ditempelkan agar masyarakat lebih terbantu dan tidak kebingungan. 
3. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang 
digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 
Gowa agar pelayanan menjadi lebih cepat dan masyarakat tidak perlu 
lagi mondar-mandir.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Daftar huruf bahasa Arab dan trasliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Tsa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S se 
ش Syin Sy se nad ss 
ص Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
viii 
 
ط Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Dza Ẓ zet(dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbaik 
غ Gain G se 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل Lam L Ei 
م Mim M Em 
ن nun N En 
و Wawu W We 
ه ha H Ha 
أ hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
Hamzah ( ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tinggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
ix 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah i I 
  َ  Dammah u U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ي  َ  fathah dan ya Ai a dan i 
و  َ  
 
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي / ا ,  َ  fathah dan alif 
atau ya 
A a dan garis di 
atas 
ي  َ  kasrah dan ya I i dan garis di 
atas 
و  َ  dammah dan 
wau 
 
U 
u dan garis di 
atas 
x 
 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkanta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 
[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(   ي ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan  dengan huruf لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman  transliterasi ini, kata sandang  ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf  syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
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7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur‟an), sunnah, khusus 
dan umum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah ( الله ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf  jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf  Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
xii 
 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 
(CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama  : Ayu Kusuma Wardhani 
NIM  : 10200114044 
Judul   : Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan 
dan  Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara  Islam) 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Efektivitas 
Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam), adapun sub masalah dalam 
penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana kualitas kinerja pelayanan publik di kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ?, 2) Apa sajakah faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan publik di kantor dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ?, 3) Bagaimana perspektif 
hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja pelayanan di kantor Dinas 
Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ?. 
Jenis Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif lapangan dengan 
pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu 
hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa dan masyarakat,  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik, serta berbagai literatur yang berhubungan dengan 
pelayanan publik. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis 
data yang digunakan adalah Klasifikasi data/kategori data, Reduksi data dan 
Editing data. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa belum memenuhi delapan 
indikator yang digunakan oleh peneliti. Indikator-indikator tersebut mengacu pada 
prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa antara lain: 1) Faktor jaringan, 2) Faktor Kesadaran Masyarakat, 
3) Faktor Sarana dan Prasarana, 4) Faktor Anggaran. Selanjutnya Berdasarkan 
Perspektif Hukum Tata Negara Islam, Pelayanan yang dilakukan oleh para 
pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah 
mnerapkan sikap dan perilaku Rasulullah yang merupakan suri teladan yang baik. 
Sikap dan perilaku tersebut diantaranya: 1) Siddiq, 2) Amanah, 3) Tabliqh, dan 4) 
Fathonah.  
Implikasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa perlu untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya 
dan juga fasilitas-fasilitas yang disediakan agar masyarakat merasa nyaman. 
Selain itu, Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang 
digunakan agar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
Kabupaten Gowa menjadi lebih cepat dan masyarakat tidak perlu lagi mondar-
mandir.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 
Menurut A.Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa 
negara hukum (Rechtsstaat) secara sederhana adalah negara yang menempatkan 
hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut 
dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.  
 Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam 
penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara 
tujuan hukum itu sendiri antara lain “opgelegd om de samenlevingvreedzaam, 
rechtvaardig, an doelmatig te ordenen” (Diletakkan untuk menata masyarakat 
yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah 
terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang 
bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam 
negara hukum eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata 
kehidupan.1 Maka , negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum 
sebagai dasar atau landasan yang harus di patuhi dalam penyelenggaraan 
kenegaraan,dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan 
kemanfaatan atau kebermaknaan. 
Salah satu tujuan didirikannya negara hukum Indonesia yang tertuang 
dalam pembukaan Undang- Undang 1945 adalah memajukan kesejahteraan 
umum. Hal ini mengandung makna bahwa negara dalam hal ini pemerintah 
memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.  
Bagir manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara 
berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk 
mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam 
                                                 
1
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi(Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 
h.21-22.  
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suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat.2 Artinya tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang 
pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial 
menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mencapai tujuan 
negara. 
 Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara tersebut 
adalah dengan memenuhi kebutuhan setiap warga negara dalam hal kebutuhan 
dasar dan hak sipil melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung 
terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.  
Pelayanan publik itu sendiri merupakan pelayanan dasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik 
jika pelayanan publik yang dilakukan berorientasi  pada kepentingan masyarakat.  
Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada 
masyarakat,  karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan.  Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi 
tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat 
maupun daerah.3  
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin 
penyediaan pelayanan publik adalah dengan membuat suatu produk hukum yang 
mendukung yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik.  
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 
bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat. Adapun tujuan 
lengkap dari di buatnya undang-undang ini dijelaskan secara lengkap dalam pasal 
3 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah :  
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik;  
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;  
                                                 
2
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, h.18-19. 
3
Hayat, Manajemen pelayanan publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 1. 
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c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan  
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik.” 4  
 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
ini juga memberikan pengertian dari pelayanan publik yang dijelaskan dalam 
pasal 1 ayat (1), bahwa : 
“pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik”. 5  
Pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat 
mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat 
dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan publik 
ditentukan oleh faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara 
pelayanan publik, dimana standar pelayanan sebagaimana yang dijelaskan dalam 
pasal 1 ayat 7 UU No 25/2009 tentang pelayanan publik merupakan tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur.6  Jadi, pelayanan terhadap masyarakat seharusnya cepat, mudah, 
terjangkau dan Terukur dengan ditunjang oleh tata cara pelayanan yang baik dan 
sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas.  
Kompetensi dan kualitas pelayanan seperti diamanatkan dalam UU ASN 
diharapkan dapat memberikan implikasi yang lebih baik terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik.. Disamping itu, kompetensi dan kualitas ASN 
                                                 
4
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(t.t.:permata press,t.th.), h.96. 
5
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(t.t.:permata press,t.th.), h.94. 
6
Felix Avian Reandrianta , Jurnal Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan 
Dan Catatan Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik  (22 Januari 2015) , h.2. http://e-
journal.uajy.ac.id/9030/1/JURNAL.pdf (diakses 27 Maret 2018). 
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mempunyai dampak perubahan yang signifikan terhadap sistem birokrasi 
pemerintahan serta menghasilkan output yang diharapkan, yaitu tata pemerintahan 
yang baik dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, sehingga aspek 
internal dalam pemerintahan juga mengalami perubahan yang lebih baik, yaitu 
pola pikir atau mindset, karakter, manajemen dan sistem yang ada dalam birokrasi 
serta dalam aspek eksternalnya yaitu kepuasan masyarakat terhadap penerimaan 
pelayanan.7  
Akan tetapi kenyataannya, kondisi penyelenggaraan pelayanan publik 
yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan, 
antara lain yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar 
penduduk belum seperti harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
pengaduan, keluhan masyarakat, baik disampaikan secara langsung kepada 
pimpinan unit pelayanan maupun surat pembaca pada berbagai media massa.8 
Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik hingga sekarang masih menimbulkan permasalahan. Karena 
Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. 
Secara empiris pelayanan publik masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, 
dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih 
diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Hal yang sama 
juga terungkap dalam pemberitaan Harian Kompas dengan tajuk “Melayani atau 
Dilayani” disebutkan bahwa birokrat cenderung memposisikan diri sebagai 
“priyayi” jika berhadapan dengan warga masyarakat. Kalau masyarakat perlu 
berbagai surat izin dan surat keterangan lainnya, atau meminta pelayanan lainnya, 
atau meminta pelayanan kesehatan dan kebersihan, maka masyarakat cenderung 
memposisikan dirinya sebagai “abdi dalem” yang membutuhkan pelayanan dari 
priyayi. Karena masyarakat sering kali bersikap menyenangkan hati para sang 
priyayi yang nota bene adalah birokrat pelayan publik. Apapun caranya, dari 
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Hayat, Manajemen pelayanan publik, h. 2-4. 
8
Zaenal Mukarom, Muhibudin wijaya laksana, membangun kinerja pelayanan publik 
menuju clean government and good governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 14.   
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mulai bersikap ramah hingga pemberian uang sebagai upeti.9 Ini artinya bahwa 
pemerintah atau aparatur sipil negara dalam berbagai sendi pelayanan belum 
mampu  menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah karena sesungguhnya 
sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa harus masyarakat “melayani” mereka.  
Berbicara tentang amanah, dalam hukum tata negara islam juga 
mewajibkan kepada seseorang ataupun pemimpin untuk menjalankan amanah 
yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam 
QS al-Nisā/4:58 yang berbunyi : 
َّ نِإَّههي ُل ِسَّا ههُيْ ُُي َُّني َِّا هه كلاَّيُنههيهسَّ َُ ُاههُيْ ي ي َّايتِإ َيَّ هه يذِلُوي َّ هيلِإَّ ِ ههيإ يكيُناََّا ألْي هُههََُّني َّ َُ  ُُمُكُرههيأَّي هه للاَِّلُد  ََّّۚ نِإََّّي هه للاَّ
  يْ ِِإَََُّّ  ُُظ ِيأََِّّ ِسَّ  ََّّۚ نِإََّّي  للاََّّين ي َّ  ًي ِيسًََّايرِصيس  
Terjemahannya : 
Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat.10 
 
Menurut Quraish Shihab, ayat ini mengandung perintah kepada kaum 
muslimin untuk menunaikan amanah-amanah, baik amanah Allah maupun 
amanah manusia secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya. Amanah 
adalah asas keimanan dan merupakan sendi utama interaksi. Meninggalkan 
amanah adalah khianat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak ada 
iman bagi yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi yang tidak 
menepati janji. Demikian pula, Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum 
diantara manusia dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah SWT., tidak 
memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali 
kepada yang melanggar, tidak menganiaya sekalipun musuh dan tidak pula 
                                                 
9
Restu Dedis Ahdhan, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, vol 2 no.2, 
h. 2187, http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/download/166/138/ 
(diakses tanggal 27 Maret 2018). 
10
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta: PT.Dharma Karsa 
Utama, 2015), h.87. 
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memihak meskipun teman. Menunaikan amanah dan berlaku adil dalam 
menetapkan hukum harus dilaksanakan tanpa membedakan agama, keturunan atau 
ras.11 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Efektivitas pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa ( Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam )”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Efektifitas Pelayanan Publik 
dan Hukum Tata Negara islam 
2. Deskripsi Fokus  
a. Efektifitas Pelayanan Publik. 
Efektifitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk 
mengukur keberhasilan suatu organisasi. Sedangkan pelayanan publik adalah 
Suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 
rangka memenuhi kebutuhan orang banyak. Efektifitas Pelayanan Publik yang 
akan dibahas oleh peneliti adalah dari segi kinerja pelayanannya apakah sudah 
sesuai atau belum dan juga faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja 
pelayanan tersebut. 
b. Hukum tata negara islam 
Hukum tata negara islam yang dimaksud peneliti yaitu apakah 
penyelenggaraan pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 
sipil sudah sesuai dengan konsep ketatanegaran Islam atau tidak. Seperti yang kita 
ketahui bahwa berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al- Qur’an dalam batas-
batas tertentu tidak memberikan pemerian. Al- Qur’an hanya memaktubkan tata 
nilai. Demikian pula As-Sunnah. Jadi, penulis hanya melihat apakah nilai-nilai 
                                                 
11
Abd.Halim Talli, Asas-asas peradilan dalam risalah Al-Qada kritik terhadap beberapa 
asas peradilan di Indonesia (Yogyakarta:UII Press, 2014), h. 2. 
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yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah diterapkan dalam pelayanan 
publik atau belum.  
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan 
pokok masalah yaitu “Bagaimana Efektivitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam ?” 
Adapun sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kualitas kinerja pelayanan publik di kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ? 
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pelayanan 
publik di kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa ? 
3. Bagaimana perspektif hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja 
pelayanan di kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa ? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
1. Hayat dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, buku 
ini mengandung prinsip-prinsip untuk menciptakan kualitas pelayanan 
publik yang prima, berkualitas dan profesional. Dalam buku ini membahas 
tentang bagaimana merencanakan dan melakukan evaluasi terhadap 
aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan bagi 
masyarakat. Fokus dalam buku ini mengarah kepada bagaimana 
peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara 
sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam dirinya. 
Sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintahan yang terkait 
pelayanan publik dalam hal ini kantor dinas kependudukan dan catatan sipil 
kabupaten Gowa. 
2. Dr. H. Zaenal Mukarom, M.Si. dan Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., 
M.Si  dalam bukunya Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju 
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Clean Government And Governance, dalam buku ini membahas tentang 
hakikat kinerja serta konsep dalam membangun kinerja pelayanan publik, 
secara lengkap penyajian buku ini diawali dari landasan filosofis, konsep 
dan aplikasi pelayanan, berturut-turut membahas konsep pelayanan publik, 
konsep kinerja pelayanan publik, konsep membangun kinerja pelayanan 
publik, konsep manajemen kinerja pelayanan publik, perencanaan, tata 
laksana, monitoring evaluasi, pelaporan kinerja pelayanan publik dan pada 
bagian akhir diberikan gambaran model pelayanan  prima dalam pelayanan 
publik, dan sebagai penutup diberikan gambaran model peningkatan 
kualitas kinerja pelayanan publik. 
Perbedaan antara buku ini dengan apa yang dibahas peneliti adalah buku 
ini membahas pelayanan publik secara umum sedangkan peneliti membahas 
pelayanan publik bukan hanya secara umum tetapi juga dalam perspektif hukum 
tata negara Islam. 
3. Abd. Rais Asmar dalam jurnalnya Pelayanan Publik di bidang 
Administrasi kependudukan (studi kasus di kota Makassar), Jurnal ini 
membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam 
pengurusan identitas warga dalam hal administratif, langkah strategis 
pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik di kantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil kota Makassar dan efektivitas pelaksanaan 
Perda kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.  
Perbedaan mendasar antara jurnal ini dengan apa yang dibahas peneliti 
adalah jurnal ini menggunakan locus di kantor dinas kependudukan dan catatan 
sipil kota Makassar sedangkan peneliti menggunakan locus di kantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gowa. Dan juga rumusan masalah 
antara jurnal ini dengan rumusan masalah yang dibahas peneliti juga berbeda. 
4. Restu Dedis Ahdhan, dalam jurnalnya Implementasi undang-undang 
nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada dinas kependudukan 
dan pencatatan Sipil kabupaten Paser, jurnal ini membahas tentang 
bagaimana implementasi undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang 
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pelayanan publik pada dinas kependudukan dan pencatatan Sipil 
kabupaten Paser termasuk didalamnya kendala-kendala yang dihadapi 
dalam implementasinya.  
Perbedaan yang paling mendasar antara jurnal ini dengan apa yang dibahas 
peneliti adalah dari segi locusnya. Jurnal ini menggunakan locus di Kabupaten 
Paser sedangkan peneliti menggunakan locus di kabupaten Gowa.  
5. Hasniati, dalam jurnalnya Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan 
dalam Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam, jurnal ini 
membahas tentang bagaimana cara untuk mewujudkan pelayanan publik 
yang baik dan berkualitas dengan memperhatikan salah satu variabel yang 
sangat penting yaitu aspek sikap dan perilaku para birokrat garis-depan. 
Dalam jurnal ini, penulis merujuk kepada sifat Nabi Muhammad saw 
untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) dalam 
bersikap dan berperilaku ketika memberikan pelayanan kepada publik. 
Perbedaan antara jurnal ini dengan apa yang dibahas peneliti adalah jurnal 
ini hanya membahas pelayanan publik menurut islam sedangkan peneliti tidak 
hanya membahas menurut islam akan tetapi juga secara umum. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini terbagi 2, yaitu : 
a. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelayanan 
Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Perspektif Hukum Tata Negara Islam. 
b. Tujuan khusus, yaitu : 
1) Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa. 
2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja 
pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
kabupaten Gowa.  
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3) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum tata negara islam terhadap 
kualitas kinerja pelayanan di kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa. 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah : 
a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Tata Negara Islam). Serta 
dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi  ilmiah yang dapat 
dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya 
yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan publik. 
b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para 
pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparatur 
pemerintahan yang menjadi penyelenggara pelayanan publik dalam 
melaksanakan tugas dan kewajibannya guna menciptakan pelayanan publik 
yang prima dan berkualitas.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Pelayanan Publik terdiri atas 2 kata yaitu “ Pelayanan “ dan “Publik”. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang 
artinya membantu menyiapkan atau mengurus segala apa yang diperlukan orang 
lain untuk perbuatan melayani. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
kata pelayanan diartikan sebagai perihal cara melayani, servis jasa, dan 
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/jasa.
1
 
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan dapat diartikan 
sebagai kualitas pelayanan birokrat kepada masyarakat.  
A.S. Moenir mendefenisikan pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu yang tingkat 
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, 
bergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. 
Selanjutnya, A.S. Moenir menyatakan bahwa proses pemenuhan 
kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan pelayanan. Dengan 
kata lain, pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan 
atau mengurus segala hal yang diperlukan orang lain.2 Maka kesimpulannya, 
pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 
orang yang tujuannya untuk membantu menyiapkan atau mengurus segala hal 
yang diperlukan oleh orang lain. 
Jika dianalisis secara spesifik, pelayanan mempunyai makna melayani 
orang yang dilayani. Jika melayani, maka sejatinya adalah memberikan 
pelayanan/pengabdian secara profesional dan proporsional. Pelayanan berarti 
melayani dengan sungguh-sungguh kepada orang yang dilayani untuk memenuhi 
                                                 
1
Anonim. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta:Balai Pustaka, 1995), 
h.571. 
2
Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan 
Publik Menuju Clean Government and Good Governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 14-
15. 
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kebutuhan dan kepentingannya dalam rangka memberikan kepuasan dan 
kemanfaatan.3 
Sedangkan kata publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 
orang banyak (umum). Mayor polak mendefenisikan publik sebagai sejumlah 
orang yang mempunyai minat sama terhadap suatu persoalan tertentu. Sekalipun 
demikian, orang-orang yang mempunyai minat yang sama tidak berarti mepunyai 
pendapat yang sama.4 Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang atau 
sekelompok orang yang memilki minat yang sama atau merasa tertarik dengan 
suatu hal yang sama terhadap suatu persoalan tertentu. 
Jadi pelayanan Publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang yang tujuannya untuk membantu menyiapkan 
atau mengurus segala hal yang diperlukan oleh orang lain dalam jumlah banyak 
dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan terhadap persoalan tertentu. 
Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 Menurut Lewis dan Gilman, bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan 
publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai 
dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang 
diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan 
yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian 
dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung tinggi 
kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah 
sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.5 
Pelayanan Publik menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik 
oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada 
masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 
                                                 
3
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 22. 
4
Sunarjo Djunasih, Opini Publik (Yogyakarta:Liberty,1984),h.32. 
5
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, h. 21. 
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kepentingan masyarakat. Dengan demikian, yang dapat memberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah tetapi juga pihak 
swasta. Pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial 
dan politik, yakni menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara. 
Sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi yakni mencari 
keuntungan.6 
2. Fungsi pelayanan publik 
Setiap instansi pemerintah yang menerapkan pelayanan publik secara baik 
dan berkualitas dipengaruhi oleh konsepsi dasar yang dibangun dengan reformasi 
birokrasi menuju tatanan dan sistem pengelolaan yang profesional. Profesionalitas 
kinerja dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang kompeten dan 
berdaya saing, mempunyai implikasi yang positif terhadap kualitas kinerja. 
Kualitas kinerja dengan kemampuan dan soft skill yang dimiliki setiap aparatur, 
berpengaruh secara komprehensif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.  
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan 
kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat 
mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan 
pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan tepat waktu.  
Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat 
akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sesungguhnya untuk 
masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik 
menjadi kewajiban bagi aparatur untuk melayaninya. Tetapi harus diperhatiakn 
pula oleh masyarakat, sistem dan cara menerima pelayanan publik. Prinsipnya 
adalah saling mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penerapan 
pelayanan publik. misalnya pembuatan KTP, masyarakat harus tahu syarat dan 
                                                 
6
Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik Edisi 2 
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011),h. 122. 
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ketentuan pembuatan KTP. Begitu pula aparatur juga harus mengetahui tentang 
ketentuan yang berlaku dalam pembuatan KTP, baik dalam segi waktu 
penyelesaian maupun aspek biayanya. Sehingga jika ini dipenuhi secara baik, 
pelayan publik akan berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas pelayanan 
publik.7 
3. Asas-Asas Pelayanan Publik 
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang dijelaskan 
dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu: 
a. Kepentingan Umum, artinya: pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan /atau golongan;  
b. Kepastian hukum, artinya: jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan; 
c. Kesamaan hak, artinya: pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi; 
d. Kesimbangan hak dan kewajiban, artinya: pemenuhan hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan; 
e. Keprofesionalan, artinya: pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan bidang tugas; 
f. Partisipatif, artinya: peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 
harapan masyarakat; 
g. Pesamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya: setiap warga negara berhak 
memperoleh pelayanan yang adil; 
h. Keterbukaan, artinya: setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan; 
i. Akuntabilitas, artinya, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
                                                 
7
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, h. 50-52. 
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j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, artinya: pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 
pelayanan; 
k. Ketepatan waktu, artinya: penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 
waktu sesuai dengan standar pelayan; 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya: setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.8 
4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 
Sesuai dengan Kep. MENPAN No. 63/2003, Prinsip penyelenggaraan 
pelayanan adalah : 
a. Kesederhanaan; Prosedur Pelayanan Publik tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan; mencakup kejelasan dalam hal: 
1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
2) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik;  
3) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. 
c. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
d. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab; pimpinan penyelenggara pelayanan publik/pejabat yang 
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana; tersedianya sarana prasarana kerja, 
peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana 
telematika. 
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Republik Indonesia, “Undang-Undang RI  Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik,” dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(t.t.:permata press,t.th.), h. 97 
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h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, 
mudah dijangkau oleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi telematika.  
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap 
disiplin, sopan dan santun, ramah serta ikhlas dalam memberi pelayanan. 
j. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat 
parkir, toilet, tempat ibadah, dll.
9
 
5. Pola-Pola Pelayanan Publik 
Pola atau model penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesatuan 
bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan 
tatakerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis 
dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan publik.
10
  
Sesuai Kep. MENPAN No. 63/2003, ada 4 pola pelayanan, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Fungsional; pola pelayanan publik di berikan oleh penyelenggara pelayanan 
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
b. Terpusat; pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan 
terkait lainnya yang bersangkutan.  
c. Terpadu; pola penyelenggara pelayanan terpadu di bedakan menjadi dua, 
yaitu: 
1) Terpadu satu atap; diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 
dilayani beberapa pintu. 
2) Terpadu satu pintu; diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi 
berbagai jenis pelayanan yang memilki keterkaitan proses dan dilayani 
melalui satu pintu. 
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d. Gugus tugas; petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk 
gugus tugas ditempatkan pada instansi memberi pelayanan dan lokasi 
pemberian pelayanan tertentu. 
11
 
6. Ruang lingkup pelayanan publik 
Ruang lingkup pelayanan publik dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 5 
Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam ayat (1) 
dijelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan publik adalah meliputi pelayanan 
barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) dijelaskan dalam ayat (2) meliputi pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.  
Sementara pelayanan barang publik seperti yang dimaksud dalam pasal 5 
ayat (1) di atur dalam pasal 5 ayat (3), yang meliputi: 
a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah; 
b. Pengadaan dan penyaluran barang milik publik yang dilakukan oleh suatu 
badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber 
dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan , tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya pada pelayanan jasa publik, diatur dalam ayat (4) meliputi: 
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a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau 
seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran daerah; 
b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya 
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan; 
c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 
bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan , 
tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Terakhir, pelayanan administratif diatur dalam ayat (7), meliputi: 
a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur 
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 
perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga 
negara. 
b. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh 
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan 
berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.12 
Ruang lingkup pelayanan publik seperti yang dijelaskan diatas harus 
diselenggarakan secara optimal dan berkualitas oleh pemerintah dalam rangka 
menjalankan amanah masyarakat dalam penerimaan terhadap pelayanan publik 
dan untuk pemenuhan terhadap kepentingan masyarakat. Tentunya sebagai warga 
negara yang baik, masyarakat juga tidak hanya menuntut kepada pemerintah atas 
pelayanan yang prima tetapi juga harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang 
berlaku. 
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7. Komponen Standar Pelayanan Publik 
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau 
penerima pelayanan; sekurang-kurangnya meliputi berikut ini : 
a. Prosedur pelayanan; yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian; yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan; termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan; hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan; harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
diperlukan.13  
Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (7) 
dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan 
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Selanjutnya 
dalam pasal 21 dijelaskan bahwa komponen standar pelayanan sekurang-
kurangnya meliputi: 
a. Dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penyelenggaraan pelayanan; 
b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif; 
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c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan 
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 
d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 
e. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 
f. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan; 
h. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 
i. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 
j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut; 
k. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 
l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan; 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen 
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan, yaitu 
kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-
raguan; dan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.14 
Dalam pelaksanaannya, standar pelayanan menjadi acuan bagi para 
pelaksana pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan. 
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Selain itu, standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit 
pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, baik melalui media 
cetak maupun media elektronik sehingga semua masyarakat yang ingin 
mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas mengenai keadaan pelayanan 
ditempat tersebut, mekanisme, prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal 
lain yang disediakan oleh unit pelayanan publik. 
Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa mengetahui 
baik buruknya pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan 
standar pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk protes atau 
melaporkan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit 
pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut.  
Sebelum memublikasikan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan 
publik juga diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, yaitu pernyataan 
tertulis yang berisi keseluruhan perincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam 
standar pelayanan. 
Dengan adanya maklumat pelayanan ini, unit penyelenggara pelayanan 
publik membuat janji untuk menepati segala apa yang ada dalam standar 
pelayanan. Hal ini memberikan kekuatan hukum bagi masyarakat apabila unit 
pelayanan publik tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
yang ada.15 
B. Kinerja Pelayanan Publik 
Bentuk pemberian yang dilakukan oleh aparatur pelayanan kepada 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan adalah bagian dari pelayanan publik. 
Penerimaan oleh masyarakat menjadi penilaian tersendiri atas apa yang telah di 
berikan oleh aparatur pelayanan melalui pelayanannya. Setiap pelayanan yang 
diberikan adalah bagian dari tugas dan tanggung jawabnya serta sudah menjadi 
kewajiban penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan secara baik. 
Baik atau buruknya penilaian terhadap pelayanan publik tergantung sejauh mana 
pelayanan itu di berikan. 
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Demikian itu juga menjadi media kontrol masyarakat terhadap 
penyelenggara pelayanan, kontrol untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
Kontrol terhadap pelayanan tidak terlepas dari kontrol terhadap kinerja aparatur 
pelayanan yang melayani. Kinerja aparatur merupakan bagian terpenting dalam 
peningkatan kualitas pelayanan, karena kinerja yang melakukan proses terhadap 
pelayanan itu sendiri. Kinerja yang baik ditopang dengan kompetensi yang 
dimiliki aparatur pelayanan akan menghasilkan sebuah pelayanan yang prima dan 
profesional. Profesionalitas dan primanya pelayanan tentunya akan berdampak 
pada keluaran yang dihasilkan, yaitu kepuasan masyarakat dalam menerima 
pelayanannya.  
Kinerja secara etimologi berasal dari bahasa inggris, yaitu performance. 
Performance berasal dari kata “to perform” yang mempunyai arti masukan 
(entries). Banyak sekali penjelasan tentang makna entries ini dari berbagai 
pengertian tentang masukan yang relevan dengan pengertian kinerja. Kinerja 
merupakan suatu istilah secara umum untuk sebagian atau seluruh tindakan atau 
aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah 
standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar 
efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.16 
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja atau Prestasi kerja adalah 
hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya.17  
Menurut prawirosentoso, kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam diri masing-masing, dalam 
rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan moral dan etika yang ada. Jadi, berdasarkan pengertian ini dapat di 
ambil gambaran bahwa kinerja merupakan pekerjaan yang dilakukan seseorang 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai-nilai etika dan moral yang 
tinggi. Kinerja adalah output yang dihasilkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan 
yang diharapkan bersama. Kinerja menjadi bagian yang satu antara seseorang 
dengan pekerjaannya.  
Oleh karena itu, kinerja adalah melekat dalam diri seseorang atau 
organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kinerja berorientasi 
kepada sebuah hasil yang diharapkan bersama sesuai dengan yang sudah 
direncanakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung 
jawab serta untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu, bentuk 
dari kinerja adalah adanya evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan 
sebagai pengendali terhadap pekerjaan berikutnya. Secara prinsip, kinerja adalah 
pekerjaan yang berkesinambungan dan terus-menerus yang dilakukan oleh 
seseorang dan/atau organisasi dengan capaian sesuai dengan yang diharapkan 
bersama. Menjadikan kinerja yang berkualitas dan memberikan kepuasan terhadap 
hasil dari kinerja yang dilakukan.
18
  
Pelayanan yang berkualitas tentunya dilakukan oleh aparatur yang 
mempunyai kinerja yang baik dan profesional. Profesionalitas kinerja dibangun 
berdasarkan kemampuan dan softskill yang dimiliki aparatur. Ketika 
profesionalitas dibangun dalam diri aparatur pelayanan publik, yang diikuti 
dengan pemberian pelayanan secara optimal dan prima, maka disitulah kinerja 
pelayanan publik tampak optimal. 
Setiap aparatur memiliki target pencapaian terhadap kinerja yang mereka 
lakukan. Target pencapaian terhadap kinerja merupakan bentuk komitmen 
pegawai dalam meningkatkan kinerja pelayanan.  
Target tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi aparatur dalam bekerja. 
Tercapainya target kinerja tergantung dari seberapa komitmen aparatur dalam 
menjalankan tugasnya. Komitmen tersebut yang akan menghantarkan aparatur 
kepada sebuah kualitas kinerja dengan pencapaian kinerja yang lebih baik. 
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Tentunya, target yang menjadi tujuan pencapaian kualitas kinerja diikuti oleh 
proses perencanaan. 
Baik dan buruknya pelayanan tergantung dari bagaimana pelayanan itu 
diberikan dan siapa yang memberikan pelayanan. Bagaimana memberikan 
pelayanan terbaik harus diikuti oleh metode atau cara pelayanan yang baik pula. 
Ada aturan yang mengikat didalam setiap unsur pelayanan, ada teknik dalam 
memberikan pelayanan, adapula tatacara pelayanan itu dilakukan. Unsur-unsur itu 
harus dipahami dan diterjemahkan secara komprehensif untuk disampaikan 
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi syarat 
dan ketentuan untuk mendapatkan pelayanan tersebut.  
Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus 
utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi 
sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparat 
pelayanan publik.
19
 
C. Good Governance 
1. Pengertian Good Governance 
Good Governance adalah kaidah dasar yang menjadi tujuan utama dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari 
proses dan sistem yang baik. Sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh 
sumber daya aparatur yang baik pula. Baik dalam konteks aparatur secara 
psikologi maupun akademik mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Disamping itu, teknologi informasi 
dan sarana pendukung lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyelesaian 
sebuah tanggung jawab secara efektif dan efisien.  
Efektivitas dan efisiensi itulah sesungguhnya yang menjadi titik penting 
dari good governance melalui sebuah proses yang baik dan berkualitas, sehingga 
menghasilkan sebuah pelayanan yang baik, mudah, cepat, dan terjangkau yang 
dilakukan secara akuntabel dan profesional. Jika hal itu sudah dimiliki oleh setiap 
lembaga negara, masyarakat dengan sendirinya merasa nyaman, aman, dilayani 
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dan dihormati dalam setiap penerimaan pelayanan. Masyarakat tidak canggung 
lagi berada ditempat-tempat pelayanan, sehingga setiap pelayanan yang 
diterimanya memberikan kepuasan dan kenyamanan.  
Kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam pemberian pelayanan, 
dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek 
bentuk kebijakan pemerintah sehingga, tercapainya pemberian pelayanan dan 
penerimaan pelayanan secara baik akan membentuk pola kebijakan yang lebih 
baik pula. Kebijakan yang akan mendorong optimalisasi penyelenggaraan 
pemerintahan sebagai saluran utama dalam pencapaian tujuan good governance.20 
2. Prinsip-Prinsip Good Governance 
Bappenas dan Biro Pusat Statistik (BPS) yang disponsori oleh UNDP 
merumuskan 10 prinsip good governance, yaitu : 
a. Partisipasi, artinya mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak 
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
b. Penegakan hukum, artinya mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil 
bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
c. Transparansi, artinya menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin 
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.  
d. Kesetaraan, artinya memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
e. Daya tanggap, artinya meningkatkan kepekaan para penyelenggara 
pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 
f. Wawasan kedepan, artinya membangun daerah berdasarkan visi dan strategi 
yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, 
sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kemajuan daerahnya. 
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g. Akuntabilitas, artinya meningkatkan akuntabilitas politik para pengambil 
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat 
luas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
terhadap rakyatnya yakni apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan 
oleh pemerintah dalam rangka memenuhi janji terhadap mandat yang 
diberikan oleh rakyat melalui konstitusi negara. 
h. Pengawasan, artinya meningkatkan upaya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan 
keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Pengawasan sebagai salah satu 
fungsi manajemen merupakan pilar utama kesuksesan dalam menjalankan 
kegiatan pemerintahan. 
i. Efisiensi dan efektif, artinya menjamin terselenggaranya pelayanan kepada 
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal 
dan bertanggungjawab. 
j. Profesionalisme, artinya meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat 
dengan biaya terjangkau.21 
3. Aktualisasi pelayanan publik dalam good governance 
Good governance dalam pencapaiannya harus didukung oleh public 
service sebagai orientasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Pelayanan publik 
menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. 
Bahkan, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka good 
governance. Butuh aktualisasi pelayanan publik sebagai salah satu aspek 
mendasar untuk pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. 
Pelayanan publik memberikan implikasi jangka panjang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi barometer terwujudnya pemerintahan 
yang baik. Pelayanan yang diberikan bersifat jangka panjang dan terus-menerus 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama masyarakat masih membutuhkan 
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pelayanan, maka di situlah peran pelayanan publik oleh aparatur terus dilakukan. 
Artinya bahwa pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan 
maksimal.  
Ada tujuh aspek mendasar pelayanan publik yang paling signifikan untuk 
diterapkan pada instansi atau lembaga pemerintah, yaitu: 
a. Function 
Aparatur pelayanan publik dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat 
dalam dirinya harus melakukan kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari 
tanggung jawabnya. 
b. Confirmance 
Kepuasan pelayanan publik adalah terletak kepada kepuasan yang diterima 
oleh penerima pelayanan. Kualitas pelayanan ditentukan oleh kebutuhan penerima 
pelayanan, dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat. 
c. Reliability Trust  
Kepercayaan menjadi bagian yang paling utama dalam pelayanan publik. 
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau instansi pemerintah menjadi 
kunci utama dalam pelayanan.  
d. Serviceability 
Memberika jaminan terhadap aspek pelayanan yang diberikan adalah 
bentuk dari pelayanan yang prima. Penyedia pelayanan tentunya harus menjamin 
bahwa pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan pada ketentuan perudang-
undangan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.  
e. Adanya assurance 
Yang mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang 
dapat dipercaya yang dimiliki oleh staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-
raguan.22 
  
                                                 
22
Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, h. 175-178. 
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D. Pelayanan Publik dalam ketatanegaraan Islam  
Sesungguhnya menjalankan syariat Islam adalah merupakan hal yang amat 
penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini. Jauh-jauh 
sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan saja 
untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas 
sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al Baqarah 2/267: 
 ِ َْْْأا َننِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَّمَِو ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبَِّيط ْنِم اوُقِفَْنأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّنَيأ َاي  ۖ  َلَو اونُمَّمَيَنت  َْلا  ُنِْمَميِب
  ِيِف اوُضِمْغُنت َْنأ َّلِإ  ِيِذِخِآب ْمُتْسَلَو َنوُقِفْنُنت  ۖ  وُمَلْعاَوا  ََّنأ  ََّللا  يِنَغ دي َِحَ  
 
Terjemahannya : 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”23 
 
Apabila kita tarik ke ranah pelayanan publik, maka ayat tersebut dapat 
bermakna bahwa para petugas  pelayanan publik, hendaknya melayani dan 
memperlakukan seseorang dengan  baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya 
sendiri. Para pejabat publik perlu memahami bahwa dalam pemerintahan 
khususnya pelayanan, yang perlu diperhatikan secara serius adalah perilaku 
birokrat sebagai penyelenggara pelayanan publik, dimana perilaku tersebut dapat 
mempengaruhi baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik itu sendiri, Beberapa 
bentuk perilaku yang sering terjadi di kalangan administrasi publik diantaranya 
adalah perilaku seperti mempersulit, superior, maupun pengabaian yang 
kesemuanya adalah termasuk perilaku yang menyimpang dari prosedur yang telah 
ditetapkan dalam pelayanan publik.  
Oleh karena itu Birokrat sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu 
memahami hakekat dari tugas yang di embannya. Dan dalam menjalankan tugas 
nya, hendaknya menjadikan sifat Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah. Sebab 
                                                 
23
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka 
Indonesia, 2012), h. 45. 
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sikap dan perilaku Rasulullah merupakan Syariat islam karena sesungguhnya 
akhlak beliau telah mencerminkan al Qur’an dan Hadis. Rasulullah memiliki 
empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan oleh Para Birokrat. Keempat sifat 
itu antara lain yaitu : 
1. Siddiq,  
Siddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia yang mewarnai 
akhlak seseorang yang beriman (percaya) kepada Allah Swt. Sifat benar adalah 
sifat yang utama dan pertama yang wajib dimiliki oleh para Nabi dan Rasul Allah 
yang diutus ke dunia ini, untuk membawa wahyu dan agamanya masing-masing. 
Teristimewa kepada diri Rasulullah saw, bukan hanya perkatannya yang benar, 
akan tetapi juga perbuatannya benar. Sifat ini mestinya harus diteladani oleh para 
birokrat. Seorang birokrat yang meneladani sifat ini, tentunya pantang bagi 
dirinya untuk berbohong, menipu, menyalahgunakan posisi dan kedudukannya, 
dan sebagainya. Yang akan ditunjukkan dalam perilakunya adalah mengatakan 
secara benar apa yang menjadi hak-hak masyarakat yang dilayaninya. 
2. Amanah 
Amanah artinya dapat dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, 
niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Karena sifat yang amanah inilah maka Rasulullah SAW mendapat gelar 
“Al-Amin” atau dapat dipercaya. Gelar yang diberikan jauh sebelum beliau 
diangkat menjadi Rasul. Gelar ini diberikan oleh penduduk Mekkah kepada 
Rasulullah atas sifat amanah yang dimilikinya.  
Berkaitan dengan sifat amanah ini, seorang birokrat garis-depan akan 
senantiasa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tidak akan 
menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya, 
namun yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menyejahterakan 
masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian, maka sifat amanah dapat 
disamakan artinya dengan konsep barat, accountable ( akuntabel ). Dengan 
demikian, apabila menginternalisasi sifat amanah ini, maka tidak akan ada lagi 
pemimpin atau pejabat publik yang mengambil uang rakyat dengan cara yang 
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tidak benar. Melainkan menggunakan uang rakyat tersebut sebesar-besar untuk 
kepentingan publik.  
Jika ditarik ke ranah birokrat, maka tidak ada lagi birokrat yang mencari 
keuntungan pribadi ketika melayani publik. Tidak akan ada lagi birokrat garis-
depan yang berperilaku menyimpang misalnya menjadi calo dalam pelayanan, 
meminta “uang lebih”, melakukan murk-up, mengurangi hak-hak warga, dan 
beberapa perilaku menyimpang lainnya. 
3. Tabligh 
Tabligh artinya menyampaikan. Tabligh juga berarti menyampaikan 
sesuatu dengan terang dan jelas. Segala firman Allah Swt yang ditujukan oleh 
manusia, disampaikan oleh Rasulullah saw. Tidak ada yang disembunyikan walau 
pun itu menyinggung beliau sendiri.  
Sifat tabliqh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparancy 
(transparansi, keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifat tabliqh yang dimiliki 
oleh Rasulullah saw perlu diteladani oleh birokrat. Sifat ini dapat ditunjukkan 
dengan cara menyampaikan secara terang semua informasi yang berkaitan dengan 
persyaratan-persyaratan dan kebijakan pelayanan publik. Tidak menutup-nutupi 
persyaratan dan prosedur pelayanan, dengan tujuan untuk “memperdaya” 
masyarakat yang dilayani. Apabila prosedur dan persyaratan pelayanan kurang 
atau tidak jelas, maka masyarakat pengguna jasa layanan akan rentan 
mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari oknum birokrat yang notabene 
mencari keuntungan pribadi atas pelayanan yang diberikannya. 
Selain adanya keterbukaan terhadap kebijakan dan persyaratan pelayanan 
publik, sifat tabligh juga akan senantiasa terbuka bagi pengawasan. Birokrat garis-
depan yang memiliki komitmen untuk transparan, maka pengawasan baginya 
adalah sesuatu yang dapat menjadikan dirinya untuk senantiasa berada di atas 
jalur yang benar. Hasil dari sebuah pengawasan dapat berupa kritikan atau 
masukan atas kinerja yang ditampilkan oleh birokrat garis-depan. Kritikan atau 
masukan dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih memperbaiki diri sehingga 
kekurangan atau kelemahan yang dilakukan selama ini, dapat diperbaiki 
dikemudian hari. 
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4. Fathonah 
 Fathonah artinya bijaksana. Mustahil bagi seorang Rasul itu bersifat 
bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan ayat al-Qur’an dan kemudian 
menjelaskannya dalam puluhan ribu hadis memerlukan suatu sifat yang bijaksana. 
Sebagai seorang pemimpin negara, Rasulullah saw. memperlihatkan kepada 
umatnya bagaimana seharusnya akhlak seorang pemimpin. Beliau menjadi 
seorang pemimpin yang memecahkan masalah dengan musyawarah, padahal 
pandangan beliau sendiri sudah cukup tanpa perlu bermusyawarah dengan para 
sahabat. Cara dan metode Rasulullah dalam memimpin umat diikuti oleh empat 
sahabat utama beliau yang memerintah setelah wafat Rasulullah, sehingga dijuluki 
dengan Khulafaur Rasyidin para pengganti yang mendapat petunjuk.  
Dalam kaitan dengan pelayanan publik, sifat fathonah dapat diteladani 
oleh birokrat garis-depan dengan cara menempatkan sesuatu sesuai dengan 
proporsinya. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bijaksana dalam 
konsep pelayanan publik bukan berarti bahwa apabila terdapat seorang warga 
masyarakat yang memerlukan pelayanan, meskipun tidak memenuhi persyaratan, 
mereka dilayani.  
Demikian empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan bagi siapa 
saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat publik, apabila para 
birokrat dapat meneladani akhlak Rasulullah diatas tentunya akan dapat terwujud 
pelayanan publik yang bekualitas seperti apa yang diharapkan.24 
                                                 
24
Hasniati ,Sikap dan Perilaku Birokrat Garis-Depan dalam Pelayanan Publik Ditinjau 
dari Perspektif Syariat Islam, vol 17 no 1, h. 196-201, http://Journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2277/2210 (diakses tanggal 24 Juli 2018). 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Penelitian 
kualitatif lapangan adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan peristiwa atau 
fenomena yang terjadi guna memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi 
tersebut. 
Menurut Denzin dan incoln (1987), penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 
terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 
Menurut Jane Richie penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan 
dunia sosial, dan perspektif nya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 
persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.
1
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Tumanurung No. 2, Sungguminasa, 
Kabupaten Gowa. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 
penelitian yuridis empiris . Pada penelitian yuridis empiris, hukum dikonsepkan 
sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial 
yang lain.
2
  
Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum 
dengan perilaku nyata manusia. Perumusan sederhana ini dapat dijadikan 
pegangan, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam 
                                                 
1
Lexy J.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif  (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 
2006), h. 5. 
2
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:PT. 
RajaGrafindo, 2004), h. 133. 
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kenyataan pergaulan masyarakat.
3
 Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan 
penelitian yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan 
melihat kenyataan atau fakta yang ada dalam praktek dilapangan dalam hal ini 
kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
C. Sumber Data 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik 
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
4
 Dalam penelitian ini yang 
menjadi data primer adalah; 
a. Hasil wawancara dengan pihak dinas kependudukan dan catatan sipil 
kabupaten Gowa dan masyarakat 
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, buku-bukuyang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 
perundang-undangan.
5
 
a. Buku-buku yang membahas tentang Pelayanan Publik 
b. Skripsi ataupun jurnal online yang membahas tentang pelayanan publik 
D.  Metode Pengumpulan Data 
1. Metode Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra yaitu mata sebagai alat bantu utamanya selain panca 
indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Jadi metode observasi 
adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam penelitian ini peneliti 
akan melakukan observasi atau pengamatan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil.  
                                                 
3
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 32. 
4
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika,2016), h.106 
5
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 106 
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2. Metode Wawancara 
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 
proses tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti atau pewawancara dengan 
informan atau yang diwawancara.  
Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-
hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan.
6
 
Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah Kepala Sub bagian 
umum dan kepegawaian dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gowa 
dan beberapa pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarakat.  
3. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 
berbentuk tulisan, gambar atau karya monumentalis dari seseorang.
7
  
4. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakan yaitu dalam hal ini dilakukan terhadap undang-undang, 
buku, skripsi, maupun jurnal online yang membahas tentang pelayanan publik.  
E. Instrumen Penelitian 
1. Peneliti sendiri 
Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian yang 
pertama adalah peneliti sendiri, yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan 
memahami gejala atau peristiwa yang diteliti. 
2. Pedoman wawancara 
Selain peneliti sendiri, yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah 
pedoman wawancara yang isinya adalah daftar pertanyaan yang dikemukakan saat 
melakukan wawancara dengan informan. 
3. Catatan wawancara 
Catatan wawancara digunakan peneliti untuk mencatat jawaban-jawaban 
yang dikemukakan oleh informan 
                                                 
6
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Rineka cipta,2007), h.58 
7
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2015), h. 176 
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4. Handphone 
Handphone digunakan peneliti untuk merekam jawaban-jawaban informan 
sehingga memudahkan peneliti dalam proses pencatatan dan pengumpulan data 
pada saat wawancara. Selain itu handphone juga digunakan peneliti untuk 
mengambil gambar saat melakukan wawancara sebagai alat bukti bahwa benar 
peneliti telah melakukan penelitian dilapangan. 
5. Flashdisk 
Flashdisk digunakan peneliti untuk mengambil data dalam bentuk file 
yang diperlukan dari informan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Klasifikasi data/kategori data 
Klasifikasi data/kategori data adalah teknik pemilahan banyak data sesuai 
dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya. 
2. Reduksi data  
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 
ditarik dan diverifikasi. 
3. Editing data 
Editing data adalah proses dimana peneliti memeriksa kembali data yang 
telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan 
dapat diolah dengan baik.
8
 
                                                 
8
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.330. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi 
Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. 
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km
2
 yang terdiri dari 18 kecamatan 
yaitu kecamatan Bajeng, Bajeng Barat, Barombong, Biringbulu, 
Bontolempangang, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, 
Pallangga, Parangloe, Parigi, Pattallassang, Somba Opu, Tinggimoncong, 
Tombolo pao dan Tompobulu dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 
±652.941 jiwa (2010) dengan kepadatan 346,7 jiwa/km
2
 
Secara Geografis, kabupaten Gowa terletak pada 5
º33ˈ-5º34ˈ Lintang 
Selatan dan 120º38ˈ-120º33ˈ Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah 
dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 
meter diatas permukaan air laut. Namun demikian, wilayah kabupaten Gowa 
sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama dibagian 
timur hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong dan 
Pegunungan Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. 
Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 
derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan 
Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yaitu 
ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai 
Jeneberang yaitu seluas 881 km
2
 dengan panjang sungai utama 90 km.1 
                                                 
1“Kabupaten Gowa”, Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia bebas. 
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa (8 Oktober 2018) 
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2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
a. Sejarah Berdirinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa. 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa dibentuk pada 
awal pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten pada tahun 1995, setelah 
beberapa tahun berjalan terjadi merger pada beberapa dinas, maka dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2002 di gabungkan dengan Dinas 
Tenaga Kerja, dan pada tahun 2009 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
kembali berdiri sendiri. 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
berkedudukan di Ibukota Kabupaten yaitu dijalan Tumanurung no. 2 
Sungguminasa sebelah utara lapangan Syekh Yusuf dan Syekh Yusuf Discovery. 
Tergabung di dalam kompleks gabungan dinas-dinas pemerintah kabupaten Gowa 
berdekatan dengan musholla Al-Ichsan dan berada di belakang gedung badan 
perencanaan\ pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Gowa dengan luas 
bangunan 120 m
2
 dan luas tanah 440 m
2
. 
b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
1) Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan menuju masyarakat 
kabupaten Gowa yang berkualitas 
2) Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 
Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa, 
yaitu: 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mengatur, merencanakan, 
dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas kesekertariatan. 
b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan 
standar pelayanan publik. 
c) Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan standar 
pelayanan publik. 
d) Meningkatkan akurasi pengolahan dan penyajian data kependudukan melalui 
tata kelola sistem informasi administrasi kependudukan yang profesional dan 
bertanggungjawab. 
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e) Meningkatkan kuantitas pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil 
melalui kerjasama lintas sektor, inovasi serta sistem penataan kearsipan 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara elektronik. 
c. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan 
Sipil Kabupaten Gowa 
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 
kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 
pembantuan. 
Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai 
dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 54 tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Kepala Dinas. 
Dinas kependudukan dan catatan sipil dipimpin oleh seorang kepala dinas, 
mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi 
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai 
peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran 
tugas. 
a) Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
menyelenggarakan fungsi: 
b) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
c) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 
d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
e) Pelaksanaan administrasi dinas; dan 
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f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 
fungsinya. 
2) Sekretaris Dinas. 
Sekretariat terdiri dari: 
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b) Sub Bagian Perencanaan; 
c) Sub Bagian Keuangan. 
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok 
membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan, keuangan dan umum 
dan kepegawaian dalam lingkungan dinas berdasarkan pedoman yang berlaku 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menjalankan 
fungsi: 
(1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas; 
(2) Pengoordinasian penyusunan perencanaan; 
(3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; 
(4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.  
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 3 seksi, yaitu: 
a) Seksi Identitas Penduduk; 
b) Seksi Pindah Datang Penduduk; 
c) Seksi Pendataan Penduduk. 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang kepala 
bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan 
teknis dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan 
kegiatan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk sesuai perundang-undangan 
dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 
mempunyai fungsi: 
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(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari: 
a) Seksi Kelahiran; 
b) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 
c) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang. 
Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis 
dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan 
di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.  
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, kepala 
bidang mempunyai fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. 
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari: 
a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 
b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; 
c) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan 
Komunikasi.  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh 
kepala bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam 
mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
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pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi 
kependudukan sesuai lingkup tugasnya untuk pelasanaan tugas pembantuan.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi: 
(1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; 
(5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
6) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari: 
1) Seksi Kerjasama; 
2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; 
3) Seksi Inovasi Pelayanan. 
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh kepala 
bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan kebijakan dibidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang 
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi: 
(1) Penyusunan perencanaan Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 
kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
(2) Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen 
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 
(3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan; 
(4) Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
(5) Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan; 
(6) Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 
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(7) Pengendaliandan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 
kependudukan.2 
Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa, yaitu sebagai berikut: 
                                                 
2Pemerintah Kabupaten Gowa, “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Official 
Website Pemerintah Kabupaten Gowa, http://gowakab.go.id/skpd/dinas/dinas-kependudukan-dan-
catatan-sipil/64/50/ (8 Oktober 2018) 
43 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
KABUPATEN GOWA  
Subag 
Perencanaan 
HASRUL, 
S.A.P., M.A.P. 
NIP. 
1981082120080
11010 
Subag 
Keuangan 
Hj. NISMAH, 
S.Sos. M.Si. 
NIP. 
1961062719860
31011 
Subag Umum & 
Kepegawaian 
KUSMA 
SUNASTRI,SE. 
NIP. 
198211062011012004 
BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 
  
ADE ASTUTI, S.Sos. 
NIP. 196709222007012016 
Seksi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan 
 
ABD. RAUF ABBAS, S. Sos. 
NIP. 196805042009011005 
 
Seksi Pengolahan dan Penyajian 
Data Kependudukan 
 
ABU MASSIR 
NIP. 196702171993031011 
Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya 
Manusia  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 
SYAMSURIJAL, S.H., M.Si. 
NIP. 197805312008011009 
Seksi Kerjasama 
Hj. MUTHMAINNAH, S. 
Sos, M.Si. 
NIP. 197006121998032008 
Seksi Pemanfaatan data 
dan Dokumen 
Kependudukan 
Dra. Hj. SUTRIANA, 
M.M. 
NIP. 
196511061995032002 
 
Seksi Inovasi Pelayanan 
 
RACHMANSYAH, S.S., 
M.A.P. 
NIP. 
197403032000031006 
UU.P.
Kepala Dinas 
 
AMBO, S.H., M.H. 
NIP. 
196106271986031011 
Sekretaris 
 
EDY SUCIPTO, S.Pi., M.M. 
NIP.  197207142005021003 
 
 
BIDANG PEMANFAATAN 
DATA DAN INOVASI 
PELAYANAN 
Dra. Hj. HENY 
MARDIATY, M.Si.. 
NIP. 196706021989062001 
BIDANG PELAYANAN  
PENDAFTARAN 
PENDUDUK 
 
ST. NURUL MUCHLISA 
TATE, SP. 
NIP. 197711082005022003 
BIDANG PELAYANAN  
PENCATATAN SIPIL 
 
Dra. Hj. HASRIANI 
THAMRIN, M.Si. 
NIP. 196604231986032006 
Seksi Identitas Penduduk 
MUH. RHEZA 
PRATAMA B, S.E. 
NIP. 198411192010011016 
 
Seksi Pindah Datang 
Penduduk 
 
ZULFAHMI, R.S.Si. 
NIP. 198801092011012008 
 
Seksi Pendataan Penduduk 
 
 
JAMAL, S.H.,M.Si. 
NIP. 
197306061996031003 
Seksi Kelahiran  
H. BAHARUDDIN, S.H., 
M.M. 
NIP. 196609291992101001 
 
Seksi Perkawinan dan 
Perceraian 
 
Dra. RAHMI 
NIP. 196405231993032003 
Seksi Perubahan Status 
Anak, Pewarganegaraan 
dan Kematian  
Hj. AMINAH, S.Sos. 
NIP. 19640918 198503 2 
012 
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B Kinerja Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Gowa  
Pelayanan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 
pemerintahan. Pelayanan merupakan bentuk konkret pemerintah dalam melayani 
masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat terhadap pemerintah adalah bersifat 
administratif maupun pemenuhan terhadap barang atau jasa. Pemerintah sebagai 
penyedia pelayanan tentunya harus melakukan pelayanan publik secara optimal 
untuk menghasilkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun 
demikian, pelayanan publik yang baik harus didukung oleh tingkat partisipasi 
yang baik jua. Masyarakat sebagai penerima pelayanan juga harus bersifat aktif 
dan partisipatif dalam penerimaan pelayanan, pemenuhan terhadap standar 
pemenuhan pelayanan, mendukung program-program pelayanan yang dilakukan 
sehingga keseimbangan dan kerjasama pelayanan dapat dilakukan secara baik. 
Pemenuhan pelayanan yang baik adalah dengan tidak ada ketimpangan antara 
penerima dan pemberi pelayanan.
3
 
Paling berhubungan secara langsung dengan masyarakat adalah aparatur 
pelayanan publik. Aparatur secara langsung terlibat dengan masyarakat dalam 
memberikan pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.  
Sumber daya manusia atau sumber daya aparatur merupakan aspek utama 
dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai aspek utama yang mengatur dan 
menjalankan sistem atau manajemen dalam organisasi menjadi tumpuan utama 
organisasi terhadap produktivitas atau output yang diharapkan bersama. Sumber 
daya manusia mempunyai peran strategis terhadap tujuan organisasi, bahkan 
menjadi sentral terhadap keberadaan organisasi. 
Organisasi akan berjalan secara baik jika sumber daya manusia atau 
aparatur didalamnya mempunyai kompetensi dan kualitas yang memadai untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya. Kompetensi dan kualitas itu juga perlu 
                                                 
3
Hayat, Manajemen Pelayanan publik (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 16-17  
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ditopang dengan kemampuan manajerial melalui soft skill yang tinggi dengan 
dukungan sarana prasarana atau infrastruktur yang memadai mendukung, disertai 
dengan sumber dana yang cukup dan fungsional yang akuntabel. Hal itu menjadi 
prasyarat untuk suksesi sebuah organisasi, yaitu man (manusia), materiil (sarana 
dan prasarana), dan money (dana). 
Ketiganya mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan jika sudah 
memenuhi unsur ketiganya tersebut. Apalagi lembaga negara yang memiliki 
regulasi yang terstruktur dan sistematik secara administratif maupun 
implementatif dengan orientasi kepada kebutuhan masyarakat. Lembaga negara 
atau pemerintahan merupakan organisasi milik masyarakat yang berperan 
menyediakan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakatnya atas kebutuhan yang 
diharapkan.
4
 Dan untuk itu, peningkatan kualitas kinerja pelayanan perlu 
diperhatikan. 
Di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dilakukan dengan regulasi dan 
peraturan yang mengikat. Menjadi keniscayaan bahwa kualitas kinerja pelayanan 
publik adalah harapan seluruh lapisan masyarakat dalam pelayanan publik.
5
 
Dan yang menjadi indikator yang digunakan peneliti untuk melihat 
kualitas kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Gowa yaitu sebagai berikut: 
1. Kesederhanaan, mengandung makna bahwa prosedur atau tata cara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dan dilaksanakan oleh 
masyarakat yang meminta pelayanan publik. Prinsip kesederhanaan pada 
hakikatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan 
pelayanan. Kesederhanaan prosedur didesain untuk tidak mengurangi atau 
mengabaikan unsur legalitas atau keabsahan dari hasil pelaksanaan 
pelayanan publik.
6
 
                                                 
4
Hayat, Manajemen Palayanan publik, h.105-107 
5
Hayat, Manajemen Palayanan publik, h. 83 
6
Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 
Menuju Clean Government and Good Governance (Bandung:Pustaka Setia, 2016), h. 167 
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Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak AKMAL, 
selaku masyarakat berpendapat bahwa prosedur pelayanan yang dilakukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten Gowa sudah  sederhana 
dan tidak bertele-tele.
7
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu SUKMA, selaku masyarakat yang 
mengatakan bahwa prosedur pelayanan yang diterapkan sudah sederhana dan 
mudah dipahami.
8
  
Dari kedua pernyataan tersebut dapat penulis katakan bahwa prosedur 
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
sudah sederhana.  
2. Kejelasan dan kepastian, merupakan salah satu hal yang sangat penting 
bagi masyarakat.  
Dari hasil wawancara dengan bapak AKMAL selaku masyarakat 
mengatakan bahwa semua syarat-syarat yang di perlukan untuk mengurus sudah 
cukup jelas. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Kusma Sunastri, 
S.E selaku Kasubag umum dan kepegawaian, juga menjelaskan bahwa untuk 
pelaksanaan pelayanan selalu berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) 
yang ada. Dan untuk persyaratan pengurusan dan lain sebagainya itu sudah 
disosialisasikan sebelumnya dan sudah dibuatkan spanduk yang dipasang di depan 
pintu masuk agar masyarakat dapat langsung melihatnya.
9
 
Selain itu, bapak Hasrul, S.AP.,M.AP selaku kasubag perencanaan Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan bahwa untuk persyaratan 
pengurusan dan lain sebagainya juga bisa dilihat langsung di website dinas Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa.
10
 
Dari apa yang peneliti lihat dilapangan memang dari segi kejelasan, mulai 
dari syarat-syarat pengurusan, prosedur pelayanan dan lain sebagainya memang 
                                                 
7
Akmal, Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa 7 September 2018  
8
Sukma, Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa 7 September 2018 
9
Kusma Sunastri, S.E, Kasubag umum dan kepegawaian Kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa 7 September 2018. 
10
Hasrul, S.AP.,M.AP, Kasubag perencanaan Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, Wawancara, sungguminasa 7 September 2018. 
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sudah cukup jelas selain itu dari segi kepastian, pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah memehuhi hal ini 
dapat dilihat dari kepastian jadwal pelayanan. Mereka selalu membuka pelayanan 
berdasarkan jadwal yang ditentukan secara tepat waktu agar masyarakat tidak 
terlalu lama menunggu. 
Jadi dalam hal kejelasan dan kepastian, pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Gowa sudah terpenuhi karena 
semuanya sudah jelas dan dilakukan berdasarkan SOP yang ada dan juga sudah di 
sosialisasikan juga pada masyarakat dan sudah dibuatkan spanduk dan dari 
kepastian jadwal pelayanan juga sudah memenuhi. 
3. Keamanan, bahwa proses pelaksanaan pemberian pelayanan perlu 
menciptakan kondisi dan mutu dengan memerhatikan faktor-faktor 
berikut: 
a. Keamanan, dalam arti proses pelaksanaan pelayanan ataupun mutu produk 
pelayanan publik dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Misalnya 
mutu produk pelaksanaan pelayanan administrasi di dinas kependudukan dan 
catatan sipil harus diperhatikan agar dapat menjamin kepastian atau keabsahan 
secara hukum, tanpa kesalahan cetak serta tidak menimbulkan keraguan 
ataupun kekhawatiran bagi masyarakat
11
. 
Dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa kesalahan cetak seringkali terjadi di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil kabupaten Gowa seperti kesalahan penulisan nama, kesalahan 
tanggal lahir bahkan adapula kesalahan NIK.
12
  
Selain itu, hasil wawancara dengan ibu Nurcahya selaku masyarakat juga 
mengatakan bahwa kesalahan cetak seringkali terjadi terutama kesalahan data 
bahkan adapula masyarakat yang mengurus E-KTP yang sesuai datanya tapi salah 
fotonya.
13
 
Dari kedua pernyataan tersebut jelas bahwa pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa dari segi keamanan belum 
                                                 
11
Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 
Menuju Clean Government and Good Governance, h. 170. 
12
Baharuddin, Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa 13 September 2018. 
13
Nurcahya, Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa 13 September 2018. 
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terpenuhi karena masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesalahan 
cetak tersebut. Ini jelas membuat masyarakat khawatir karena apabila terjadi 
kesalahan cetak otomatis itu akan memakan waktu yang lebih lama.  
b. Nyaman, dalam arti bahwa kondisi dan mutu dalam proses pelaksanaan 
pelayanan hendaknya menciptakan rasa nyaman, tertib dan lancar.
14
 
Dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa dari segi kenyamanan pelayanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa masih belum nyaman karena kurangnya jumlah 
kursi yang tersedia sehingga banyak masyarakat yang berdiri selain itu, apabila 
sudah siang hari kipas angin juga kurang berfungsi karena terlalu banyak orang 
yang berada didalam ruangan. 
Masih dari hasil wawancara dengan bapak Baharuddin mengatakan bahwa 
dari segi tertibnya, sudah tertib karena sudah ada mesin antrian seperti di bank. 
Jadi masyarakat hanya menyiapkan berkasnya dan mengambil nomor antrian di 
mesin lalu menunggu sampai nomor antriannya disebut.
15
 
Dari apa yang dilihat oleh peneliti dilapangan, khusus yang baru ingin 
mengurus memang disediakan mesin antrian akan tetapi bagi masyarakat yang 
sudah mengurus dan ingin mengambil E-KTP, KK dan lain sebagainya itu tidak 
ada nomor antrian mereka hanya menumpuk resi yang diberikan saat pertama 
mengurus di dalam keranjang yang tersedia sehingga masyarakat banyak 
menumpuk didepan meja pengambilan berkas. Jadi menurut peneliti dari segi 
kenyamanan dan ketertibannya juga masih kurang terpenuhi. 
4. Keterbukaan, artinya bahwa pemberi pelayanan harus menginformasikan 
secara terbuka segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
16
 
Dari hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
                                                 
14
Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 
Menuju Clean Government and Good Governance, h. 170. 
15
Baharuddin, Masyarakat, Wawancara, Sungguminasa 13 September 2018. 
16
Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Membangun Kinerja Pelayanan Publik 
Menuju Clean Government and Good Governance, h. 171. 
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kabupaten Gowa sudah memenuhi prinsip keterbukaan hal ini dapat dilihat dari 
pemasangan spanduk persyaratan pengurusan/penertiban dokumen administrasi 
kependudukan di depan pintu masuk. Dan juga pemasangan standar pelayanan di 
dalam ruangan. Dispanduk yang ada dipintu masuk juga mencantumkan dengan 
huruf yang ukurannya lebih besar dibanding yang lain bahwa semua pengurusan 
tidak dipungut biaya.
17
 
Akan tetapi menurut Naura Athira Nasrul selaku masyarakat, mengatakan 
bahwa dari segi keterbukaan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
belum terpenuhi karena tidak adanya bagan alur pengurusan KK, E-KTP, dan lain 
sebagainya sehingga masyarakat yang baru pertama kali mengurus merasa 
kebingungan
18
 
Berdasarkan apa yang dilihat peneliti di lapangan memang terdapat 2 
spanduk yang ditempel di pintu masuk dan juga ada standar pelayanan yang di 
tempel di dinding dekat loket akan tetapi seperti yang dikatakan informan Naura 
Athira Nasrul, bahwa di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak 
terdapat bagan atau alur prosedur pengurusan baik itu KK, E-KTP dan lain 
sebagainya sehingga memang masih banyak masyarakat yang kebingungan. 
Sebenarnya sudah ada petugas yang berjaga didepan pintu yang membantu 
mengarahkan masyarakat akan tetapi hanya satu orang sehingga tidak semua 
masyarakat yang bisa diarahkan. Jadi menurut peneliti, prinsip keterbukaan di 
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Gowa masih kurang 
memenuhi. 
5. Efisien, menekankan bahwa perumusan kebijakan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik perlu memerhatikan hal-hal yang tidak 
berakibat memberatkan masyarakat ataupun tidak berdampak 
pemborosan.
19
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E selaku 
Kasubag umum dan kepegawaian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil, mengatakan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah 
mengusahakan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu efisien. 
Kami juga mempunyai program yang namanya Pelayanan satu hari jadi (one day 
service) artinya misalnya mengurus KK, masuk berkasnya pagi lalu keluar sore 
jadi masyarakat tidak usah bolak balik lagi ke kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil.
20
 
Sedangkan menurut hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku 
masyarakat, mengatakan bahwa tidak semua pengurusan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa bisa selesai dalam satu hari ada masyarakat 
yang harus menunggu sampai satu minggu bahkan ada yang menunggu sampai 
hampir sebulan. Sehingga masyarakat harus bolak balik ke kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mengontrolnya 
bahkan ada pula masyarakat yang karena terlalu sering mondar mandir lama-lama 
menjadi bosan sendiri untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
21
 
Jadi menurut peneliti, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa masih belum memenuhi prinsip efisien. 
6. Ekonomis, menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya memerhatikan hal-hal yang 
berakibat pada biaya ekonomi tinggi yang memberatkan masyarakat.
22
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E 
menjelaskan bahwa untuk biaya pelayanan itu gratis.
23
 Hal ini berdasarkan pasal 
37 (1) dan (2) Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berbunyi: 
 
(1) Biaya pelaksanaan pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung 
jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 
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(2) Biaya pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pemerintah daerah 
apabila diwajibkan dalam ketentuan perundang undangan.24 
 
Dan juga pasal 79A Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan yang menyatakan bahwa: “Pengurusan dan penertiban dokumen 
kependudukan tidak dipungut biaya”.25  
Jadi dalam hal biaya pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa itu gratis dan ditanggung oleh Pemerintah daerah 
kabupaten Gowa. 
7. Keadilan yang merata, artinya bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
mencakup semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan.
26
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E mengatakan 
bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah melakukan pelayanan 
kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan. Yang dibedakan adalah bagi 
penyandang disabilitas atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan 
mereka diperlakukan khusus. 
Lebih lanjut ibu kusma menjelaskan bahwa bagi penyandang disabilitas 
atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok rentan di berikan perlakuan 
khusus seperti mereka didahulukan dan tidak masuk antrian selain itu Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa juga menyediakan kursi 
roda dan parkiran Khusus bagi mereka. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu 
atau tidak bisa sama sekali untuk datang langsung ke kantor dinas capil, ada yang 
namanya perekaman offline. Jadi caranya dinas capil bekerjasama dengan kepala 
desa atau sekertaris desa untuk mendata warganya yang sakit yang tidak bisa 
keluar rumah kemudian warga tersebut memberikan datanya kepada kepala 
desanya untuk selanjutnya dibawa ke kantor capil untuk di proses. Untuk 
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perekaman E-KTP kan tidak bisa diwakili jadi nanti setelah selesai pngurusan 
berkasnya, tim perekaman offline dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa langsung datang kerumah warga tersebut membawa alat yang 
dibutuhkan lalu setelah itu, dibawah kekantor untuk selanjutnya dicetak E-KTP 
nya.
27
  
Jadi menurut peneliti, pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sudah Memenuhi Prinsip Keadilan yang merata 
dan juga sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal perlakuan 
khusus terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas. 
8. Ketepatan waktu, artinya bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
28
 
Menurut hasil wawancara dengan Naura Athira Nasrul selaku masyarakat, 
mengatakan bahwa dalam hal ketepatan waktu, kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan sipil belum memenuhi prinsip tersebut karena menurutnya masih 
banyak masyarakat yang diberi janji misalnya seminggu setelah pengurusan baru 
bisa diambil ternyata seminggu kemudian masih belum jadi. 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat dilapangan, memang masih banyak 
masyarakat yang mengeluh mengenai waktu penyelesaian dan pengambilan 
berkas. Ada masyarakat yang mengurus langsung satu hari jadi seperti program 
yang diterapkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten 
Gowa yaitu One day service akan tetapi ada pula masyarakat yang dijanjikan 
seminggu selesai tapi setelah seminggu belum selesai-selesai. 
Jadi menurut peneliti, pelaksanaan pelayanan di kantor dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memang belum memenuhi prinsip ketepatan 
waktu. 
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C Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Kinerja Pelayanan Publik di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
1. Faktor jaringan 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Kusma Sunastri, 
S.E, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pelayanan di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Gowa adalah faktor jaringan. 
Apabila jaringan sedang bermasalah maka semua pelayanan akan terhambat 
apalagi kalau kantor pusat sedang mentenens atau perbaikan jaringan yang terjadi 
dua sampai tiga hari dalam satu bulan. Akan tetapi sekalipun jaringan sedang 
bermasalah, tetap ada pelayanan. Hanya saja butuh waktu yang lebih lama sampai 
berkas yang diurus itu jadi atau keluar. Akan tetapi kalau jaringan sedang bagus 
maka waktu yang diperlukan agar berkas itu jadi akan lebih sedikit bahkan bisa 
jadi dalam satu hari pengurusan.
29
 
2. Faktor kesadaran masyarakat 
Selain faktor jaringan, faktor kesadaran masyarakat juga ikut 
mempengaruhi pelayanan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Gowa. Banyak masyarakat yang “nanti butuh baru mengurus”. Inilah 
yang menjadi penyebab mengapa pelayanan di kantor dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil menumpuk.30 
3. Faktor Sarana dan Prasarana 
Faktor sarana dan prasarana juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan 
publik karena ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan mempengaruhi 
persepsi masyarakat.  
Menurut hasil wawancara dengan bapak Suryadi selaku masyarakat 
mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa sudah cukup memadai kecuali jumlah kursi 
yang tersedia yang tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang ingin 
mengurus. 
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Padahal jelas bahwa dengan terpenuhinya jumlah kursi yang disediakan 
untuk masyarakat akan sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat.  
4. Faktor anggaran 
Faktor anggaran juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena 
dengan anggaran yang cukup, maka fasilitas-fasilitas yang ada di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa akan bisa untuk di benahi. 
 
D Perspektif Hukum Tata Negara Islam Tentang Kualitas Kinerja Pelayanan 
di Kantor Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. 
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dari pemerintah dalam 
rangka melaksanakan amanah undang-undang dasar yaitu memajukan 
kesejahteraan umum. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk 
melaksanakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Adapun pengertian 
pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk 
atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
Dalam islam, jauh jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada 
seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang bekualitas 
sebagaimana Firman Allah Swt. dalam QS al Baqarah 2/267 yang berbunyi : 
 ِ ْرَْأا َننِم ْمُكَل اَنْجَرْخَأ اَّمَِو ْمُتْبَسَك اَم ِتاَبَِّيط ْنِم اوُقِفَْنأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّنَيأ َاي  ۖ  َلَو اونُمَّمَيَنت  َْلا  ُنِْمَميِب
 ُنت  ِيِف اوُضِمْغُنت َْنأ َّلِإ  ِيِذِخِآب ْمُتْسَلَو َنوُقِفْن  ۖ اوُمَلْعاَو  ََّنأ  ََّللا  يِنَغ دي َِحَ  
 
Terjemahannya : 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
31
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Yang apabila kita tarik ke ranah pelayanan, ayat tersebut dapat bermakna 
bahwa para petugas pelayanan hendaknya melayani dan memperlakukan 
seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. 
Birokrat garis depan dalam hal ini para petugas pelayanan sebagai pihak 
yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam memberikan 
pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang di berikan hendaknya menjadikan sikap dan perilaku Rasulullah 
sebagai uswatun hasanah (suri teladan) yang baik dalam menjalankan tugasnya 
tersebut agar dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas seperti yang 
diharapkan. Sikap dan perilaku tersebut, seperti: 
1. Siddiq 
Siddiq atau benar. Perwujudan dari sikap ini dalam pelayanan publik dapat 
didukung oleh tersedianya aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP 
adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong 
dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 
SOP tersebut harus memuat tatacara atau tahapan yang telah dibakukan dan yang 
harus dilalui untuk menyelesaikan suatu produk layanan tertentu. Ketersediaan 
SOP dalam pelayanan publik menjadikan para birokrat garis depan konsisten 
dengantugas mereka, sehingga dengan demikian maka apa yang dilakukannya 
benar adanya. Disamping itu, tugas-tugas yang dijalankan oleh birokrat garis 
depan dapat berlangsung secara cepat dan apabila terjadi kemacetan atau 
hambatan akan dengan mudah dilacak dimana kemacetan itu terjadi.
32
 
Menurut hasil wawancara dengan ibu Kusma Sunastri, S.E mengatakan 
bahwa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
selalu berdasarkan SOP.33 
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Jadi dapat dikatakan bahwa sikap Siddiq sudah diterapkan di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
2. Amanah 
Amanah artinya dipercaya, dalam arti  sempit amanah diartikan sebagai 
memelihara titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Sedangkan 
dalam arti luas, amanah diartikan sebagai menyimpan rahasia orang, menjaga 
kehormatan orang lain, menjaga dirinya sendiri, menunaikan tugas-tugas yang 
diberikan kepadanya dan lain sebagainya.
34
  
Adapun perintah untuk menunaikan amanat di jelaskan dalam QS An-Nisa 
4/58 yang berbunyi: 
 
 َْأا اوُّدَؤُنت ْنَأ ْمُُكرُمَْأي  ََّللا َّنِإ ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيَْنب ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ َٰلَِإ ِتَاناَم  ۖ  َّنِإ  ََّللا 
  ِِب ْمُكُظَِعي اَّمِِعن  ۖ  َّنِإ  ََّللا  َناَك اًعي َِسَ ًايرِصَب  
 
Terjemahannya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
35
 
 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa, sudah menampakkan bahwa sikap amanah 
telah diterapkan oleh para pegawainya. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu 
para pegawai dalam membuka pelayanan. Mereka dalam membuka pelayanan 
selalu tepat waktu ini membuktikan bahwa para pegawai berusaha dengan sebaik-
baiknya untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu agar masyarakat tidak lama 
menunggu.    
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3. Tabliqh  
Tabliqh artinya menyampaikan. Tabliqh juga berarti menyampaikan 
sesuatu dengan terang dan jelas.  
Sikap tabliqh dapat mendukung terwujudnya prinsip transparancy 
(transparansi,keterbukaan) dalam pelayanan publik. Sifat ini dapat ditunjukkan 
dengan cara menyampaikan secara terang semua informasi yang berkaitan dengan 
persyaratan-persyaratan dan kebijakan pelayanan publik.
36
 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa juga sudah menampakkan sikap tabliqh. Hal ini 
dapat dilihat dari spanduk-spanduk yang ditempelkan mulai dari pintu masuk 
sampai ke ruang tunggu pelayanan yang berisikan persyaratan-persyaratan 
pengurusan dan program-program yang ada atau sedang diterapkan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. Selain itu, juga ada website 
yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
untuk mengakses informasi-informasi yang diperlukan.  
4. Fathonah 
Fathonah artinya bijaksana. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, 
sifat fathonah dapat diteladani oleh birokrat garis-depan dengan cara 
menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Adanya keseimbangan hak dan 
kewajiban. Bijaksana dalam konsep pelayanan publik bukan berarti bahwa apabila 
terdapat seseorang warga masyarakat yang memerlukan pelayanan, meskipun 
tidak memenuhi persyaratan, mereka dilayani. 
Berdasarkan apa yang peneliti lihat di kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil kabupaten Gowa, para pegawai juga sudah menerapkan sikap 
fathonah. Hal ini dapat dilihat dari sikap pegawai yang apabila ada masyarakat 
yang ingin mengurus tapi berkas yang menjadi persyaratan pengurusan belum 
lengkap maka pegawai tersebut akan mengembalikan berkas masyarakat tersebut 
dan meminta masyarakat tersebut untuk melengkapi kembali berkasnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukakan peneliti, maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Kualitas Kinerja Pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil kabupaten Gowa belum efektif hal ini dapat dilihat dari tidak 
terpenuhinya beberapa indikator yang ditetapkan peneliti. Indikator-indikator 
tersebut mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, 
diantaranya:  
a. Kesederhanaan,  
b. Kejelasan Dan Kepastian, 
c. Keamanan, 
d. Keterbukaan, 
e. Efisien,  
f. Ekonomis,  
g. Keadilan Yang Merata, 
h. Ketepatan Waktu, 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan di kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
a. Faktor jaringan, yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi 
pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
kabupaten Gowa adalah faktor jaringan. Apabila jaringan sedang 
bermasalah maka semua pelayanan akan terhambat. Akan tetapi apabila 
jaringan sedang bagus maka waktu yang diperlukan agar berkas itu jadi 
akan lebih sedikit bahkan bisa jadi dalam satu hari pengurusan. 
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b. Faktor kesadaran masyarakat, Selain faktor jaringan, faktor kesadaran 
masyarakat juga ikut mempengaruhi pelayanan dikantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Banyak 
masyarakat yang “nanti butuh baru mengurus”. Inilah yang menjadi 
penyebab mengapa pelayanan di kantor dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil menumpuk. 
c. Faktor Sarana dan Prasarana, juga ikut mempengaruhi kualitas pelayanan 
publik karena ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan 
mempengaruhi persepsi masyarakat.  
d. Faktor anggaran, juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena 
dengan anggaran yang cukup, maka fasilitas-fasilitas yang ada di kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa akan bisa 
untuk di benahi. 
3. Perspektif hukum tata negara islam terhadap kualitas kinerja pelayanan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa 
Birokrat garis depan dalam hal ini para petugas pelayanan sebagai pihak 
yang paling berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam memberikan 
pelayanan, menerima keluhan dan menjadi pusat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan yang di berikan hendaknya menjadikan sikap dan perilaku Rasulullah 
sebagai uswatun hasanah (suri teladan) yang baik dalam menjalankan tugasnya 
tersebut agar dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas seperti yang 
diharapkan. Sikap dan perilaku tersebut, seperti siddiq, amanah, tabliqh, dan 
Fathonah. Dan kesemuanya ini telah di terapkan oleh para pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa. 
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B Implikasi Penelitian 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa perlu untuk 
meningkatkan kualitas kinerja pelayanannya agar mutu pelayanannya 
lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna 
jasa pelayanan publik. 
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa juga perlu 
membenahi dan melengkapi fasilitas-fasilitas di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kabupaten Gowa seperti kursi perlu ditambah dan 
juga alur atau bagan prosedur pelayanan juga harus dibuat dan 
ditempelkan agar masyarakat lebih terbantu dan tidak kebingungan. 
3. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan kualitas jaringan yang 
digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 
Gowa agar pelayanan menjadi lebih cepat dan masyarakat tidak perlu 
lagi mondar-mandir.  
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